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             MOTTO  

 

   

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan” 

(QS. Al-Insyirah 94 : Ayat 5) 

  

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 

(QS. Al-Baqarah Ayat 285) 

 

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi 

rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa dengan 

yang kau impikan, mungkin tidak selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang 

itu yang nantinya bisa kau ceritakan” 

(Boy Chandra) 

 

“Kesuksesan dan kebahagiaan terletak pada diri sendiri. Tetaplah bahagia karena 

kebahagiaanmu dan kamu yang akan membentuk karakter kuat untuk melawan 

kesulitan” 

(Hellen Keller) 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintahan Nomor 05 terhadap perlakuan akuntansi persediaan di 

Pemerintah Daerah Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten 

Jember. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif 

dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara 

mendalam dengan para informan. Penelitian ini mencakup proses pencatatan, 

pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan persediaan, Berdasarkan hasil 

observasi awal ditemukan beberapa masalah dan kekurangan yang muncul 

dalam pelaksanaan laporan keuangan mengenai persediaan tersebut. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dan perlakuan akuntansi persediaan 

di instansi tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PSAP No. 05. 

Dalam hal pencatatan persediaan dicatat menggunakan sistem siperda, 

pengakuan persediaan diakui pada saat barang diterima dilengkapi dokumen 

yang lengkap, pengukuran persediaan diperoleh dari harga perolehan dengan 

menggunakan metode FIFO. Namun, dalam aspek pengungkapan dan pelaporan, 

belum sepenuhnya sesuai dengan PSAP No.05 seperti tidak dicantumkannya 

persediaan yang rusak dan usang ke dalam laporan keuangan, serta kurangnya 

rincian penjelasan tentang kondisi dan nilai persediaan tersebut. Implikasi dari 

temuan ini adalah perlunya peningkatan kapasitas dan pemahaman sumber daya 

manusia agar pengelolaan dan pelaporan persediaan dapat dilakukan secara lebih 

akurat, lengkap, dan sesuai standar, sehingga pengelolaan keuangan pemerintah 

daerah menjadi lebih transparan dan akuntabel. 
 
Kata kunci : Standar Akuntansi Pemerintahan, Perlakuan Akuntansi 

Persediaan, PSAP N0.05. 
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ABSTRACT 

 

 

   This study aims to analyze the application of Government Accounting 

Standard Statement No. 05 in inventory recording at the Local Government 

Office for Food Security and Livestock in Jember Regency. The method used in 

this study is descriptive qualitative with a case study approach. Data collection 

was conducted through in-depth interviews with informants. This study covers 

the processes of recording, recognizing, measuring, and disclosing inventory. 

Based on initial observations, several issues and weaknesses were identified in 

the implementation of financial statements related to inventory. In terms of 

inventory recording, inventory is recorded using the Siperda system, inventory 

recognition is conducted when goods are received with complete 

documentation, and inventory measurement is obtained from the acquisition 

cost using the FIFO method. In terms of disclosure and reporting, this is not 

fully in line with PSAP No. 05, such as not including damaged and obsolete 

inventory in the financial statements, as well as a lack of detailed explanations 

regarding the condition and value of inventory. The implications of these 

findings are the need to enhance the capacity and understanding of human 

resources to ensure that inventory management and reporting are conducted 

more accurately, comprehensively, and in accordance with PSAP No. 05. 

 

  Keywords: Government Accounting Standards, Inventory Accounting 

Treatment, PSAP No.05. 

 



  

1  FEB ITS MANDALA  

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Akuntansi merupakan bagian terpenting dalam perencanaan dan 

pengendalian terhadap seluruh transaksi keuangan organisasi, dimana 

prosesnya mencakup pencatatan, peringkasan, pengklasifikasian, pengolahan 

dan penyajian transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Perlakuan 

Akuntansi merupakan kerangka kerja yang terdiri atas konsep-konsep yang 

digunakan untuk mengimplementasikan tujuh dasar dalam penyusunan laporan 

keuangan. Akuntansi dalam instansi pemerintahan membantu dalam 

pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.  

Penerapan perlakuan akuntansi yang tepat dilakukan guna memudahkan 

pencatatan dan penyajian keuangan dan kekayaan daerah dalam laporan 

keuangan pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah, 

informasi mengenai keuangan dan aset daerah harus relevan dan tercatat 

dengan baik sehingga tercapai transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan 

(Soemarso, 2019:249). Standar akuntansi yang dapat digunakan untuk 

pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah pada pemerintahan yaitu 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Untuk mencapai pengelolaan 

keuangan daerah yang akuntabel dan transparan diperlukan penerapan 

akuntansi yang tepat dan sesuai dengan acuan atau standar akuntansi yang 

telah ditetapkan.   

 



2  

  
FEB ITS MANDALA  

 

 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.05 yang berisi 

aturan tentang perlakuan akuntansi persediaan, yaitu meliputi Pengakuan 

Persediaan, Pengukuran Persediaan, dan Pengungkapan Persediaan. Pernyataan 

Standar Akuntansi Pemerintahan No.05 (PSAP No.05) ini bertujuan untuk 

mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan dan informasi lainnya yang 

dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan. Standar tersebut dibuat dan 

digunakan agar tercapainya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan 

akuntansi pemerintahan yang mana diharapkan akan memberikan manfaat 

yang lebih baik bagi pihak yang berkepentingan, baik bagi para pengguna 

maupun pemeriksa keuangan pemerintahan. 

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 

No.05 tentang akuntansi persediaan, maka Persediaan merupakan aset lancar 

dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk 

mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang 

dimaksudkan untuk dijual/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada 

masyarakat. Persediaan diakui pada saat pemerintah daerah memperoleh 

potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai 

nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, pada saat diterima atau hak 

kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah dan pada akhir periode 

akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. 

Persediaan merupakan bagian yang sangat penting dalam menunjang 

pelaksanaan kegiatan operasional dalam memenuhi tugas instansi untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
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       Berdasarkan pentingnya pengelolaan persediaan yang berbasis 

pelayanan kepada masyarakat serta mulai berlakunya Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintahan (PSAP)  tentang akrual basis. Hal ini berpedoman 

pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang mana Akrual basis adalah basis 

akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat 

transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara 

kas diterima atau dibayarkan. Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset 

lancar, dalam rangka penyajian persediaan di neraca maka satuan kerja 

melaksanakan inventarisasi fisik (stock opname) persediaan yang dilakukan 

di akhir. Berdasarkan hasil inventarisasi fisik tersebut harus dilakukan 

penyesuaian data nilai persediaan dan diungkapkan pada Catatan atas 

Laporan Keuangan ( CaLK ). sehingga mendorong penulis untuk melakukan 

penelitian tentang perlakuan akuntansi persediaan. Maka dari itu penyusun 

melakukan penelitian yang dimana melibatkan salah satu kantor Pemerintah 

Daerah yakni Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten 

Jember untuk dijadikan tempat penelitian dan untuk menggali informasi 

terkait cara entitas tersebut melakukan atau menggunakan sistem akuntansi 

persediaan ini dalam satu periode. 

Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan adalah Instansi 

Pemerintah Kabupaten Jember yang melayani bidang ketahanan pangan dan 

peternakan. Bertugas dalam mengelola dan mengembangkan sektor ketahanan 

pangan serta peternakan di Kabupaten Jember serta berperan dalam mendukung 

pencapaian tujuan pembangunan yang berkaitan dengan ketahanan pangan, 

kesejahteraan peternak, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan di  
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Kabupaten Jember. Dinas ini memiliki peran strategis dalam menjamin ketersediaan 

pangan yang cukup dan berkualitas, serta mendukung perkembangan sektor 

peternakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,  memiliki fungsi untuk 

menyelenggarakan pelaksanaan kinerja pembangunan dan peningkatan pelayanan 

kepada masyarakat.  

  Berdasarkan observasi awal Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan 

Peternakan Kabupaten Jember memiliki beberapa permasalahan yang terjadi di 

lapangan seringkali menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pelaporan antara 

permintaan jumlah barang atau jenis barang persediaan pakai habis yang tercatat 

secara akuntansi dengan bukti fisik pengeluaran atau pengambilan benda berharga, 

persediaan yang rusak dan usang tidak dicantumkan ke dalam Calk, serta kurangnya 

pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) tentang PSAP No 05. Ketidaksesuaian 

antara pencatatan persediaan dengan karcis sebagai dokumen transaksi di lapangan 

mencerminkan belum optimalnya penerapan PSAP No 05 di Kantor Dinas 

Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember. Hal ini mengindikasikan 

adanya kesenjangan antara teori dan praktik, baik dari sisi prosedur, sistem 

pencatatan, maupun pengawasan internal. 

  Oleh karena itu, maka peneliti ingin mengetahui penerapan dan perlakuan 

akuntansi persediaan pada Pemerintah Daerah Kantor Dinas Ketahanan Pangan 

dan Peternakan Kabupaten Jember sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan tentang Akuntansi Persediaan. Akhirnya peneliti 

menginterpretasikan penelitian ini dengan judul “ Analisis Penerapan 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.05 Terhadap 

Perlakuan Akuntansi Persediaan (Studi Kasus pada Kantor Dinas 

Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember). 



5  

  
FEB ITS MANDALA  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

dapat dibentuk suatu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintahan 

No.05 tentang akuntansi persediaan pada Kantor Dinas Ketahanan 

Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember? 

2. Apakah perlakuan akuntansi persediaan pada Kantor Dinas 

Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember sudah sesuai 

dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 

05? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah sebutkan diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penerapan pernyataan standar akuntansi 

pemerintahan No.05 terhadap perlakuan akuntansi persediaan pada 

Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten 

Jember. 

2. Untuk menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi persediaan 

pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten 

Jember berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 

PSAP No. 05. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 

Setiap penelitian diharapkan dapat diperoleh manfaat bagi semua pihak 

yang terkait dan pembaca. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari 

penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

referensi dan dapat memberi masukan baik ilmu maupun teori 

mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan dan perlakuan akuntansi 

persediaan di intansi pemerintah bagi pembaca khususnya dalam 

bidang akuntansi. 

b. Manfaat Praktis 

 

1) Pemerintah Daerah 

 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai 

evaluasi mengenai perlakuan akuntansi persediaan yang 

diterapkan oleh Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan 

Peternakan Kabupaten Jember sehingga bisa menjadi lebih baik 

kedepannya. 

2) Pemerintah 

 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi 

bagi pemerintah dan dapat digunakan sebagai evaluasi apakah 

perUndang-Undangan atau standar yang dibuat berjalan dengan 

baik dan bermaanfaat bagi banyak pihak. 
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3) Akademik 

 

Diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi 

dan referensi bagi pihak yang membutuhkan dan memberikan 

manfaat bagi mahasiswa dalam penelitian lebih lanjut. 

4) Peneliti 

 

Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah 

wawasan dan memperdalam pengetahuan mengenai penerapan 

perlakuan akuntasi persediaan berdasarkan PSAP. 

1.5 Penelitian Terdahulu 

    Penelitian yang dilakukan oleh Waworega dkk (2018), Badan 

Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Minahasa merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh 

Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah. Persediaan merupakan aset lancar berupa 

barang atau peralatan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan 

dan barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan guna 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah penerapan akuntansi persediaan yang diterapkan pada 

Badan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Minahasa telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Nomor 05 (PSAP 05). Metode yang digunakan adalah 

wawancara dan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah 

deskriptif kualitatif. pengakuan persediaan dengan pendekatan beban belum 

menggunakan basis akrual. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak dkk (2023), penelitian 

tersebut bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi persediaan di 

Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat dan menganalisis 

kesesuaian penerapan akuntansi persediaan di Kantor Perwakilan BKKBN 

Provinsi Papua Barat dengan PSAP No. 05 Tahun 2010 tentang 

Persediaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Jenis 

data menggunakan Laporan Keuangan tahun 2010 dan wawancara. Hasil 

penelitian ini Klasifikasi persediaan pada Kantor Perwakilan BKKBN 

Provinsi Papua Barat berupa persediaan ATK dan Persediaan Obat-obatan 

yang akan diserahkan ke masyarakat. Pengakuan persediaan pada Kantor 

Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat dapat diakui apabila barang 

sudah sampai di gudang.Penerapan akuntansi persediaan pada Kantor 

Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat untuk Klasifikasi, Pengakuan, 

Pengukuran, Beban Persediaan, dan pengungkapan persediaan sudah 

sesuai dengan PSAP No.05 tentang Persediaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ode dkk (2023), penelitian tersebut 

bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi persediaan sesuai PSAP 

No 5 Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau. Metode 

dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian bahwa perlakuan akuntansi persediaan sudah sesuai 

dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 5 , yaitu persediaan 

diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh 

pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan 

andal. 



9  

  
FEB ITS MANDALA  

 

Penelitian yang dilakukan oleh Mandolang dkk (2024), penelitian 

tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi 

persediaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung telah sesuai 

dengan PSAP No.5 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang menitikberatkan pada 

pengamatan secara mendalam. Dari hasil penelitian ini dapat ditunjukkan 

bahwa perlakuan akuntansi persediaan pada Badan Pendapatan Daerah 

Kota Bitung telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintah No.05, dilihat dari klasifikasi, pengakuan, pengukuran, biaya 

persediaan dan pengungkapan persediaan telah sesuai dengan PSAP 

No.05 Akuntansi Persediaan. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Agustias dkk (2024), penelitian 

tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi 

persediaan yang ada atau yang berlaku di dalam Kantor Dinas Pendidikan  

Kabupaten Bangkalan. Standar yang ada dalam penelitian ini yakni bisa 

dilihat atau telah tertuang dalam PSAP Nomor 05. Dalam penelitian ini 

data adalah dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. 

Hasil dari penelitian ini akan menunjukkan bahwasanya akuntansi 

persediaan yang menjadi sistem utama dalam segala bentuk perhitungan 

yang ada di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sudah sesuai 

dengan aturan yang berlaku dan juga perputaran dalam satu periodenya 

sudah melalui proses yang baik. Pengakuan, pengukuran, beban, 

pencatatan dan pengungkapan telah sesuai dengan Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.05 PP No 71 tahun 2010. 
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Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, maka dapat disimpulkan 

hasil penelitian terdahulu dan persamaan serta perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya. Hal ini sebagaimana disajikan dalam tabel 

1.1 sebagai berikut: 

Tabel 1. 1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian ini dengan Penelitian Terdahulu 

 

No Nama dan 

Tahun 

Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Waworega, dkk 

(2018) 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

akuntansi persediaan pada 

Badan Sumber Daya 

Manusia dan 

Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kabupaten 

Minahasa sebagian besar 

sudah tepat dan sesuai 

dengan PSAP No.05. 

Namun, pengakuan 

persediaan dengan 

pendekatan beban belum 

menggunakan basis akrual. 

Metode yang 

digunakan 

yaitu 

Kualitatif 

Deskriptif 

Pengumpulan data 

pada penelitian ini 

yaitu:Studi Pustaka, 

wawancara, 

observasi dan 

dokumentasi 

 

Objek Penelitian 

ini yaitu Kantor 

Dinas Ketahanan 

Pangan dan 

Peternakan 

Kabupaten Jember 

2. Simanjuntak, dkk 

(2023) 

Hasil penelitian ini 

Klasifikasi persediaan 

pada Kantor Perwakilan 

BKKBN Provinsi Papua 

Barat berupa persediaan 

ATK dan Persediaan obat-

obatan yang akan 

diserahkan ke masyarakat. 

Pengakuan persediaan 

pada Kantor Perwakilan 

BKKBN 

Provinsi Papua Barat 

dapat diakui apabila 

barang sudah sampai di 

gudang. Perhitungan 

persediaan 

menggunakan metode 

FIFO. Klasifikasi, 

Pengakuan, Pengukuran, 

Beban Persediaan, dan 

pengungkapan persediaan 

sudah sesuai 

dengan PSAP No.05 

tentang Persediaan. 

Metode yang 

digunakan 

yaitu 

Kualitatif 

Deskriptif 

Objek Penelitian ini 

yaitu Kantor Dinas 

Ketahanan Pangan 

dan Peternakan 

Kabupaten Jember 
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3. Ode, dkk  

(2023) 

Hasil penelitian bahwa 

perlakuan akuntansi 

persediaan sudah sesuai 

dengan PSAP No.05, 

yaitu persediaan di akui 

pada saat potensi 

manfaat ekonomi masa 

depan di peroleh 

pemerintah dan 

mempunyai nilai atau 

biaya yang dapat di ukur 

dengan andal serta pada 

saat diterima atau hak 

kepemilikannya dan/atau 

kepenguasaannya 

berpindah. 

Metode yang 

digunakan 

yaitu 

Kualitatif 

Deskriptif 

 

 

Sumber data 

yang akan 

digunakan 

yaitu data 

primer dan 

sekunder. 

Pengumpulan data 

pada penelitian ini 

yaitu:Studi Pustaka, 

wawancara, 

observasi dan 

dokumentasi 

 

Objek Penelitian 

ini yaitu Kantor 

Dinas Ketahanan 

Pangan dan 

Peternakan 

Kabupaten Jember 

4. Mandolang, dkk 

(2024) 

Penerapan PSAP 

akuntansi persediaan 

pada Badan Pendapatan 

Daerah Kota Bitung 

sudah sesuai dengan 

pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintahan 

No.05, dilihat dari 

klasifikasi, pengakuan, 

pengukuran, biaya 

persediaan dan 

pengungkapan persediaan 

sudah sesuai dengan 

akuntansi persediaan 

No.05. 

Metode yang 

digunakan 

yaitu 

Kualitatif 

Deskriptif 

Sumber data 

yang akan 

digunakan 

yaitu data 

primer dan 

sekunder. 

Pengumpulan data 

pada penelitian ini 

yaitu:Studi Pustaka, 

wawancara, 

observasi dan 

dokumentasi 

 

Objek Penelitian 

ini yaitu Kantor 

Dinas Ketahanan 

Pangan dan 

Peternakan 

Kabupaten 

Jember 

5. Agustias, dkk 

(2024) 

Pengakuan, pengukuran, 

beban, pencatatan dan 

pengungkapan telah 

sesuai dengan Pernyataan 

Standar Akuntansi 

Pemerintahan (PSAP) 

No.05 Paragraf 26, PP No 

71 tahun 

2010 

Metode yang 

digunakan 

yaitu 

Kualitatif 

Deskriptif 

 

Sumber data 

yang akan 

digunakan 

yaitu data 

primer dan 

sekunder. 

Pengumpulan data 

pada penelitian ini 

yaitu:Studi Pustaka, 

wawancara, 

observasi dan 

dokumentasi 

Objek Penelitian 

ini yaitu Kantor 

Dinas Ketahanan 

Pangan dan 

Peternakan 

Kabupaten Jember 

 

         Sumber : Jurnal Penelitian Terdahulu 

  Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa 

perbedaan dan persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian 

ini. Secara keseluruhan, persamaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya terletak pada pendekatan dan strategi penelitian yaitu kualitatif 

deskriptif, persamaan juga terdapat pada penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintah (SAP) dan perlakuan Akuntansi Persediaan.  
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 Sedangkan perbedaannya ialah objek penelitian yang berfokus pada 

Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. 

1.6 Tinjauan Pustaka 

 

1.6.1 Konsep Akuntansi  

 

       Ilmu akuntansi yang pada awalnya adalah ilmu yang berkembang dalam 

lingkungan bisnis yang di mana ada kepentingan yang lebih terhadap 

informasi yang bersifat keuangan yang memiliki peran yang sangat penting 

bagi pengguna informasi tersebut guna menjadi profit sebagaimana pada 

dasarnya ilmu akuntansi tercipta. Seperti yang telah diketahui akuntansi 

memiliki karakteristik penting yaitu ilmu yang didalamnya berisi 

identifikasi, pengukuran dan mengkomunikasikan informasi keuangan 

terkait sebuah kegiatan ekonomi dalam suatu entitas yang ditujukan pada 

pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait. 

1.6.2 Akuntansi Sektor Publik  

 

     Akuntansi Sektor Publik adalah entitas yang di mana kegiatannya 

berhubungan dengan laporan keuangan suatu lembaga publik yang 

menyajikan informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkan. 

Akuntansi sektor publik pada awalnya merupakan aktivitas yang 

terspesialisasi dari suatu profesi yang relatif kecil dan juga akuntansi 

sektor publik berhubungan dengan upaya untuk menghasilkan barang serta 

jasa pelayanan kepada publik, dan dapat menjadi alat tranparansi kepada 

publik untuk memenuhi hak-hak publik yang dimana akuntansi sektor 

publik dimaksud adalah lembaga pemerintah daerah. Akuntansi sektor 

publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan 

akuntansi pada domain publik. 
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1.6.3 Pengertian Akuntansi Pemerintahan 

 

Dalam Buku Nordiawan, dkk (2007:4) menjelaskan akuntansi 

pemerintahan adalah bidang ilmu akuntansi yang mengkhususkan dalam 

pencatatan dalam pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di bagian 

pemerintahan. Akuntansi pemerintahan menyediakan laporan akuntansi 

tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan Negara, 

termasuk pengendalian atas pengeluaran melalui anggaran Negara dan 

kesesuaian dengan Undang- undang yang berlaku saat ini. Tujuan dari 

akuntansi pemerintahan sebenarnya sama dengan akuntansi pada 

umumnya yaitu sebagai bentuk akuntabilitas ,transparansi, manajerial, 

dan pengawasan pada pengelolaan keuangan entitas. Mursyidi (2013:8) 

menyebutkan peraturan perundangan yang mendasari pengelolaan 

keuangan pemerintahan adalah sebagai berikut: 

1. UU No. 17/2003 Tentang Keuangan Negara 

2. UU No. 1/2004 Tentang Pembendaharaan Negara 

3. UU No. 15/2014 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keungan 

Negara dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

4. UU No. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah 

5. UU No. 33/2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan 

Keuangan Daerah 

6. UU No. 15/2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan 

7. PP No. 24/2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah 

8. PP No. 58/2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

9. PP No. 8/2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja  

 Instansi Pemerintah 
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1.6.4 Standar Akuntansi Pemerintahan  

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ialah prinsip-prinsip 

akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan 

keuangan pemerintah yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah 

No.71 Tahun 2010. Oleh karena itu SAP merupakan persyaratan yang 

mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas 

laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Pada pasal 32 Undang-

undang Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan setiap entitas pelaporan 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menerapkan Standar 

Akuntansi Pemerintahan. Selain itu, diharapkan adanya upaya 

pengharmonisasian berbagai peraturan baik di pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 

Selanjutnya Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang   

pembendaharaan menyatakan dalam rangka transparansi dan 

akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan dibentuk 

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Komite standar 

akuntansi pemerintahan memiliki tugas yaitu untuk menyusun Standar 

Akuntansi Pemerintahan yang berlaku untuk pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi yang 

berlaku. Standar akuntansi pemerintahan sebagaimana diatur dalam 

peraturan tersebut dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disebut PSAP. Pernyataan 

Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) terdiri dari sebagai berikut: 
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 PSAP No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan 

 PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran 

 PSAP No. 03 tentang Laporan Arus Kas 

 PSAP No. 04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan 

 PSAP No. 05 tentang Akuntansi Persediaan 

 PSAP No. 06 tentang Akuntansi Investasi 

 PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap 

 PSAP No. 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan 

 PSAP No. 09 tentang Akuntansi Kewajiban 

 PSAP No. 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan 

Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang 

Tidak Dilanjutkan 

 PSAP No. 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi 

 PSAP No. 12 tentang Laporan Operasioanal 

 PSAP No. 13 tentang Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum 

1.6.5 Akuntansi Persediaan  

Akuntansi Persediaan didefinisikan sebagai aktiva yang tersedia 

untuk dijual dalam kegiatan usaha normal dalam proses produksi 

atau yang dalam perjalanan dalam bentuk bahan atau perlengkapan 

(supplies) untuk digunakan dalam proses produksi dan pemberian jasa. 

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau 

perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan 

operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk 

dijual/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 
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1.6.6 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.05  

         Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.05 tentang 

Akuntansi Persediaan, PSAP No.05 terdapat dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010. Tujuan PSAP adalah untuk mengatur penyajian 

laporan keuangan untuk tujuan umum ( General Purpose Financial Statement) 

dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap 

anggaran antar periode maupun antar entitas, laporan keuangan untuk tujuan 

umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 

bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif 

sebagaimana ditetapkan dalam kesatuan persatuan perundang-undangan. 

Adapun Perlakuan Akuntansi Persediaan sebagaimana dipaparkan sebagai 

berikut: 

1. Pencatatan Persediaan 

 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 05 (PSAP 

No. 05), terdapat dua sistem pencatatan akuntansi persediaan sebagai 

berikut: 

1. Sistem Periodik / Fisk (Periodical Inventory System) 

Dalam sistem fisik atau periodik ini, persediaan akan dicatat 

dengan menggunakan perhitungan secara fisik terhadap sebuah 

persediaan yang dimaksud. Perhitungan fisik persediaan ini dilakukan 

setiap periode atau periodik. Dengan sistem pencatatan periodik, 

perolehan persediaan akan di catat pada akun pembelian. Nilai 

persediaan akhir diperoleh dari hasil perhitungan fisik di lapangan tiap 

akhir periode. Dengan demikian, nilai beban atas penjualan persediaan 

harus dihitung setelah nilai persediaan akhir diperoleh. 
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2. Sistem Perpetual (Perpetual Inventory System) 

Sedangkan sistem pencatatan perpectual, memberikan informasi 

tentang jumlah persediaan secara up-to-date. Hal ini karena sistem 

perpectual, pembelian maupun penjualan barang persediaan langsung 

dicatat pada akun persediaan saldo pada akun persediaan di akhir periode 

mencerminkan jumlah persediaan akhir. Jumlah persediaan barang yang 

dijual harus diakui sebagai beban pada periode di akuinya pendapatan 

atas penjualan tersebut. 

2. Pengakuan Persediaan 

Pengakuan persediaan menurut PSAP tersebut menggunakan basis 

akrual. Pengakuan persediaan pada akuntansi pemerintah yang berbasis kas 

modifikasi akan dilakukan akhir tahun. Pada saat perolehan hanya akan 

dicatat sebagai belanja dan pengeluaran kas. Maka pengakuan persediaan 

ini mirip dengan sistem pencatatan periodik dalam akuntansi komersial. 

Pengakuan Persediaan di bahas dalam Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (PSAP) No.05 yakni: 

1. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan 

diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat 

diukur dengan andal. 

2. Persediaan diakui pada saat diterima atak hak kepemilikannya 

dan/atau kepenguasaannya berpindah. 

3. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil 

inventarisasi fisik. 
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3. Pengukuran Nilai Persediaan 

 

Dalam akuntansi pemerintahan di indonesia, pengukuran 

persediaan sangat bergantung pada cara perolehan persediaan. 

Persediaan dapat diperoleh atau dimiliki pemerintah melalui beberapa 

cara. Salah satu cara yang paling umum adalah melalui pembelian. Jenis 

persediaan seperti kertas, pulpen, spidol, tinta, printer, prangko, materai, 

bahan-bahan pembersih, lampu, baterai dan lain sebagainya merupakan 

barang-barang yang sering dibeli oleh pemerintah. Selain melalui 

pembelian, pemerintah juga dapat memperoleh persediaan dari donasi 

atau bantuan pihak lain. Jenis persediaan tertentu diperoleh pemerintah 

dari hasil produksi sendiri. Karcis parkir, plastik laminating untuk KTP, 

dan tiket masuk tempat wisata adalah beberapa contohnya. Masing-masing 

cara perolehan di atas memiliki implikasi tersendiri dalam pengukuran 

nilai persediaan. 

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP No.05 

tentang pengukuran persediaan di entitas pemerintahan dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya 

perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya 

pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara 

langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan 

harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya 

perolehan.Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan 

persediaan yang terakhir diperoleh.  

 



19  

  
FEB ITS MANDALA  

 

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan 

untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan 

terakhir. 

2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri 

 

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang 

terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung 

yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran 

yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran. 

3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti 

donasi/rampasan. Harga nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar 

aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan 

berkeinginan melakukan transaksi wajar. Persediaan hewan dan 

tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai 

wajar. 

4. Pelaporan dan Pengungkapan Persediaan 

 

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP 

No.05 persediaan dilaporkan dalam laporan neraca sebagai aset lancar. 

Sebagai akun tandingannya adalah “Cadangan Persediaan” sebagai 

komponen akun entitas lancar. Selain disajikan dalam neraca yang 

mencerminkan penggunaan akun dan nilai persediaan, juga 

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Misalnya 

mencakup pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam 

pengukuran persediaan apakah menggunakan harga perolehan, biaya 

standar atau nilai wajar; penjelasan mengenai barang atau perlengkapan 

yang digunakan dalam pelayanan masyarakat,  
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barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang 

yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan 

barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk 

dijual atau diserahkan kepada masyarakat; penjelasan tentang kondisi 

persediaan misalnya persediaan yang rusak, usang, dan kadaluarsa. 

1.6.7 Klasifikasi Akuntansi Persediaan 

 

Nordiawan (2007:201) menjelaskan bahwa persediaan 

merupakan aset yang berwujud berupa: 

1. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka 

kegiatan operasional pemerintah, seperti barang habis pakai 

contohnya: Alat tulis kantor (ATK), bahan pembersih (toiletries), 

barang tak habis pakai contohnya lampu, gunting stapler, dan 

sebagainya. 

2. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses 

produksi, seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan 

baku untuk pembuatan KTP, dan sebagainya. 

3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau 

diserahkan kepada masyarakat, contohnya alat-alat pertanian 

setengah jadi. 

4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada 

masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah, contohnya karcis 

parkir dan bibit tanaman. 

5. Barang yang disimpan untuk tujuan cadangan strategis, seperti 

cadangan pangan (misalnya beras). 
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1.7 Batasan Masalah 

 

Berdasarkan uraian di atas untuk menghindari kerancuan juga 

keterbatasan waktu dan beberapa pertimbangan lainnya maka dilakukan 

batasan masalah penelitian yaitu: 

a. Analisis difokuskan pada perlakuan akuntansi persediaan meliputi: 

Pencatatan, Pengakuan, Pengukuran, pelaporan dan pengungkapan 

persediaan. 

b. Catatan atas perlakuan akuntansi persediaan yang digunakan yaitu tahun 

2023. 

c. Laporan keuangan Persediaan yang digunakan tahun 2023. 

d. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari – Maret 2025. 
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   BAB II 

                  METODE PENELITIAN 

 

2.1  Pendekatan dan Strategi Penyelidikan 

 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif 

dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Metode ini berfokus 

pada pengamatan secara mendalam dimana peneliti akan 

menggambarkan fenomena atau fakta yang diamati di lapangan 

berkaitan dengan perlakuan akuntansi persediaan. Sugiyono 

(2020:9) menyebutkan bahwa metode penelitian kualitatif 

merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang 

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah di mana 

peneliti sebagai instrumen kunci pengumpulan data dilakukan 

secara triangulasi (gabungan) Pada penelitian kualitatif terdapat 

situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu tempat, pelaku, dan 

aktivitas (Sugiyono, 2016:215).  

Dalam penelitian ini peneliti mengambil obyek penelitian 

yang berlokasi di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 

Kabupaten Jember yang melayani bidang ketahanan pangan dan 

peternakan. Penelitian ini merupakan penelitian yang berusaha 

mempelajari secara mendalam mengenai pengelolaan keuangan 

berupa perlakuan akuntansi persediaan yang diterapkan pada 

instansi pemerintah daerah dan menganalisis kesesuaiannya dengan 

PSAP No. 05 tentang Akuntansi Persediaan. 
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2.2 Teknik Pengambilan Sampel 

 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini memakai teknik snowball sampling. Snowball sampling adalah 

teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya 

jumlahnya kecil, kemudian membesar, ibarat bola salju 

menggelinding yang lama-lama menjadi besar (Sugiyono, 

2016:219).  Teknik ini dipakai untuk memberi label atau kode pada 

saat peneliti mengumpulkan data dari responden satu ke responden 

lain karena penelitian memakai wawancara yang dilaksanakan dengan 

mendalam kepada setiap informan. Pada penetapan sempel, langkah 

pertama yang akan dilakukan yaitu pemilihan satu ataupun dua 

orang, namun apabila dua orang tersebut belum dirasa belum 

lengkap atas data yang diberikan, maka peneliti menambah orang 

kembali untuk menjadi informan yang dinilai bisa memahami dan 

bisa melengkapi data yang diberikan dari dua orang sebelumnya. 

Begitupun selanjutnya. Dalam penelitian ini ada 4 informan 

Kategori pertama yang akan menjadi informan dalam penelitian ini 

yaitu Kepala Sub Bagian Umum dan Kegepawaian (Atwindarsyah 

Aries Prasetya), Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Edo 

Haris Hariri ), Bidang Pengadministrasian dan Persyaratan (Abdul 

Munir), Bagian Keuangan (Kiki Permata). Berikut adalah gambaran 

dari teknik snowball sampling 
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Gambar 2. 1 Bagan Teknik Snowboll Sampling 

 

        Gambar di atas secara umum menggambarkan proses organik 

dan berantai dari pengambilan sampel yang saling berhubungan, di 

mana setiap informan menjadi sumber rujukan untuk menemukan 

informan lain, sehingga memperluas dan memperdalam data yang 

dikumpulkan secara efisien dan efektif. langkah-langkah teknik 

snowboll sampling sebagai   berikut: 

1. Pemilihan Awal: Dimulai dengan memilih satu atau dua informan pertama 

yang dianggap mampu memberikan data yang relevan dan lengkap terhadap 

objek penelitian. Ini merupakan titik awal proses pengumpulan data. 

2. Pengumpulan Data dari Informan Awal: Setelah mengumpulkan data dari 

informan awal melalui wawancara mendalam, peneliti kemudian memberi 

kode atau label pada informan tersebut sebagai bagian dari proses 

identifikasi. 
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3. Rekomendasi dan Referensi: Setelah itu, dari hasil wawancara dan interaksi 

dengan informan awal, peneliti meminta mereka untuk memberikan 

rekomendasi tentang informan lain yang juga memahami atau terlibat dalam 

objek penelitian. 

4. Penerimaan Informan Baru: Informan baru yang direkomendasikan oleh 

informan sebelumnya kemudian dihubungi dan diwawancarai, dan proses 

ini berulang. 

5. Pengembangan Jaringan: Proses ini terus berlanjut, di mana jumlah 

informan meningkat secara bertahap dari waktu ke waktu, mengikuti konsep 

"bola salju yang menggelinding dan semakin besar". 

6. Pengulangan Siklus: Jika sebanyak mungkin informasi telah diperoleh dan 

data dianggap cukup, proses pengambilan sampel berhenti. Jika belum 

lengkap, proses ini diulang, menambah informan baru dari referensi yang 

diberikan. 

2.3 Metode Pengambilan Data 

 

  Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu dengan 

melakukan penelitian lapang dilokasi objek, yang mana sumber data 

yang akan peneliti ambil nantinya besaral dari Data Primer dan Data 

Sekunder dari objek penelitian. Penelitian ini dilakukan di salah satu 

Intansi Pemerintah Daerah yaitu Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan 

Peternakan Kabupaten Jember. Adapun sumber data pada penelitian ini 

yaitu sebagai berikut: 
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1. Data primer 

 

Sugiyono (2016:225) menjelaskan data primer adalah sebuah 

data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberikan kepada 

pengumpul data atau peneliti. Dalam penelitian ini data akan didapat 

melalui wawancara dengan kepala sub bagian umum dan 

kepegawaian, staff sub bagian umum dan kepegawaian, bidang 

pengadministrasian dan persediaan, bagian keuangan dengan tujuan 

mendapatkan informasi dan data yang relevan dengan merekam atau 

mencatat setiap informasi yang didapat. 

2. Data Sekunder 
 
Sugiyono (2016:225) menjelaskan data sekunder adalah data 

yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. 

Artinya sumber data diperoleh melalui media perantara atau secara 

tidak langsung berupa buku catatan, bukti yang telah ada, atau arsip 

baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Data 

sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa catatan akuntansi 

persediaan atau laporan keuangan Kantor Dinas Ketahanan Pangan 

dan Peternakan Kabupaten Jember. Untuk memudahkan peneliti 

mengumpulkan data yang diperlukan, maka diperlukan metode 

pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data yang 

dilakukan dalam penelitian ini antara lain: 
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a) Studi Pustaka 

 

Nazir (2013:46) menjelaskan studi pustaka merupakan 

kegiatan mengumpulkan data dengan melakukan penelaahan 

terhadap buku, jurnal, artikel, catatan, atau laporan yang bekaitan 

dengan penelitian sebagai penunjang pengetahuan peneliti dalam 

melaksanakan penelitian. Teknik ini digunakan untuk 

mendapatkan dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang 

dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur yang 

berhubungan dengan penelitian. 

b) Observasi (Pengamatan) 

 

   Observasi meruapakan metode yang digunakan dengan maksud 

untuk mengamati, membandingkan dan mencatat gejala-gejala 

yang tampak pada objek penelitain yang dapat mendukung hasil 

penelitian. Sugiyono (2016:226) menyatakan bahwa observasi atau 

pengamatan merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan 

jalan mengadakan pengamatan terhadapat kegiatan/proses, dan 

fenomena yang terjadi dilapangan secara langsung. Herdiansyah 

(2013:91) menjelaskan observasi sebagai suatu proses melihat, 

mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara 

sistematis untuk tujuan tertentu. 
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c) Wawancara 

 

Guna menghimpun data maupun informasi yang akurat 

serta valid, peneliti melaksanakan wawancara secara mendalam 

untuk mengetahui tentang objek mengenai situasi dan fenomena 

yang terjadi yang mungkin tidak bisa ditemukan melalui observasi. 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti.Sugiyono (2016:231) mengatakan 

bahwa wawancara ialah teknik pengumpulan data dengan cara 

melakukan tanya jawab terhadap responden melalui instrumen 

pertanyaan tertulis, baik secara terstuktur maupun tidak terstruktur. 

d) Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, maupun 

karya-karya monumental. Studi dokumen ini merupakan pelengkap 

dari penggunaan metode studi pustaka, observasi, dan wawancara. 

Sugiyono (2016:240) menjelaskan bahwa dokumentasi merupakan 

metode yang digunakan untuk mendapatkan data tambahan atau 

data pendukung melalui dokumen-dokumen atau arsip tertulis yang 

berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi 

digunakan untuk mendapatkan data-data yang akan digunakan 

sebagai data pendukung atau data tambahan untuk mengetahui 

perlakuan akuntansi persediaan Pemerintah Daerah Kantor Dinas 
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Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember dan 

menganalisis kesesuaiannya dengan Penerapan Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintahan (PSAP No. 05). 

2.4 Tahapan Penelitian 

 

 Untuk menunjang penelitian ini, ada beberapa tahapan yang akan 

peneliti lakukan yaitu: 

1. Observasi Awal 

 

 Tahap awal dari penelitian ini yaitu dengan melakukan 

pengamatan terhadap gejala atau kasus yang tampak dan muncul yang 

akan dijadikan rancangan ide dan rencana objek penelitian. Observasi 

awal ini peneliti melakukan pengamatan tanpa terlibat langsung 

terhadap kegiatan atau aktivitas mengenai masalah yang diangkat. 

Dalam tahap ini peneliti juga menentukan lokasi penelitian yang akan 

digunakan untuk mendapatkan sumber data yang berkaitan dengan 

penelitian. Tahap observasi awal ini juga dilakukan dengan mendatangi 

langsung lokasi untuk mencari informasi mengenai kegiatan atau 

aktivitas yang berlangsung untuk kemudian dijadikan objek penelitian. 

2. Identifikasi Masalah 

 

  Identifikasi masalah merupakan proses mengamati hasil dari 

pengenalan masalah yang didapat dari hasil observasi awal. Dalam hal 

ini peneliti mulai melakukan identifikasi permasalahan yang akan 

digunakan sebagai topik dari penelitian. 
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3. Studi Pustaka 

 

 Studi Pustaka merupakan suatu kegiatan mempelajari berbagai 

macam teori dan referensi lain yang sejenis dan berguna untuk menjadi 

landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Metode ini 

digunakan untuk memperoleh data tambahan yang berkaitan dengan 

penelitian. Pada penelitian ini studi pustaka yang peneliti terapkan 

yaitu dengan mencari literatur pada buku-buku, jurnal, artikel, dan 

yang lainnya. 

4. Perijinan 

 

 Dalam tahap ini dilakukan dengan menyiapkan hal-hal yang 

perlu dipersiapkan sebagai perijinan. Karena penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif maka perijinan dari objek penelitian sangatkah 

penting agar penelitian yang akan dilakukan berjalan dengan lancar. 

Peneliti melakukan perijinan secara resmi dengan harapan selama 

melakukan penelitian nanti informan dapat memberikan informasi 

secara lengkap tanpa ada ketertutupan. 

5. Penelitian Lapang 

 

 Pada tahap ini, peneliti mulai turun langsung ke lapang dengan 

izin resmi untuk mengumpulkan data-data yang digunakan dalam 

penelitian. Dalam tahap ini ada beberapa yang peneliti persiapkan 

antara lain: 
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a. Beradaptasi dengan kondisi lapang. 

 

b. Memilih dan menjaring informan. 

 

c. Menyiapkan instrumen penelitian. 

 

6. Mengumpulkan Data 

 

  Pada tahap ini, peneliti mulai mengumpulkan data-data yang 

dibutuhkan dalam penelitian malalui studi pustaka, observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Dalam tahap ini, pengumpulan data tidak 

hanya dilakukan berdasarkan dari sumber daya manusia saja, namun 

juga melalui sumber pendukung lainnya yaitu catatan akuntansi 

persediaan tahun 2023, laporan neraca, ataupun dokumen-dokumen 

resmi lainnya yang dapat mendukung data penelitian. 

7. Pengolahan Data 

 

   Pada tahap ini, data yang sudah diperoleh akan dilakukan 

proses kondensasi data, yang mana data akan peneliti pilah secara 

teratur, runtun, logis, dan efektif agar memudahkan pemahaman dan 

siap untuk disajikan. 

8. Analisis Data 

 

     Pengumpulan dari sampel yang diharapkan dapat 

menggambarkan karakteristik dari populasi dengan menelaah seluruh 

data yang tersedia dari berbagai sumber seperti hasil wawancara, 

pengamatan yang dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen resmi, 

dan sebagainya. Setelah itu mereduksi data yang sudah dipilih agar 
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lebih fokus terhadap hal-hal yang ingin diperlukan. 

9. Menarik Kesimpulan 

 

  Tahap terakhir dari penelitian ini adalah menarik kesimpulan 

dan memverifikasi data-data yang telah diproses agar dapat membantu 

dalam memecahkan dan memberikan solusi dari permasalahan yang 

ada. Berdasarkan tahapan penelitian yang telah diuraikan di atas dan 

untuk memudahkan memahami tahapan penelitian ini, maka disusun 

flowchart tahapan penelitian. Adapun flowchart tahapan penelitian ini 

disajikan dalam gambar 2.2 sebagai berikut: 
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Gambar 2. 2 Flowchart Tahapan Penelitian 
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2.5 Pendekatan dalam Analisis Data 

 

 Analisis data yang digunakan dalam peneliti ini adalah analisis 

data model Miles Huberman yaitu meliputi reduksi data, display data, 

penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono, 2016:246). Adapun 

pendekatan analisis data tersebut sebagaimana dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Pengumpulan Data (Data Collection) 

     Data yang diperoleh dari hasil studi pustaka, observasi, 

wawancara, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan terdiri dari 

dua aspek yakni deskripsi dan refleksi. Sugiyono (2016:246) 

menyatakan bahwa data/catatan deskripsi adalah data alami yang berisi 

apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dialami sendiri oleh peneliti 

mengenai fenomena yang dijumpai. Sedangkan catatan refleksi 

merupakan catatan yang memuat kesan, komentar, opini, tafsiran peneliti 

tentang temuan yang dijumpai. Dalam tahap pertama ini, setelah data 

terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan pemeriksaan kelengkapan 

serta kejelasan data yang diperoleh, untuk memastikan bahwa data 

yang telah didapat merupakan data valid. 

2. Reduksi Data (Data Reduction) 

   Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, 

untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu 

segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Sugiyono 

(2016:247) menyatakan bahwa reduksi data ialah proses seleksi, 
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pemfokusan, dan penyederhanaan data yang didapat dari catatan 

lapangan. Reduksi data adalah bagian dari analisis data dengan suatu 

bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 

menyingkirkan data yang tidak diperlukan, dan mengorganisasi data 

sehingga kesimpulan final dapat diambil dan diverifikasi. Tahap kedua 

ini peneliti memilah data yang didapat kemudian disusun secara urut 

dan tertata rapih. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

3. Penyajian Data (Data Display) 

   Sugiyono (2016:249) menyatakan bahwa penyajian data 

yaitu data dan informasi yang di dapat dari lapangan dimasukan ke 

dalam suatu matriks/diagram atau bentuk lainnya, sehingga dapat 

memudahkan peneliti untuk menguasai dan memahami data yang telah 

diperoleh dan tidak salah dalam menganalisis data serta menarik 

kesimpulan. Penyajian data dilakukan untuk menyederhanakan 

informasi/data yang kompleks menjadi data yang sederhana sehingga 

lebih mudah untuk dipahami. Data yang sudah didapatkan dilakukan 

pemilahan berdasarkan kelompoknya serta disusun berdasarkan 

kategori sejenis untuk disajikan sehingga selaras terhadap masalah 

yang dianalisis. Melalui penyajian data tersebut, maka data 

terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan 

semakin mudah di fahami. 
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4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (Conclusio/Verifying) 

   Setelah penyajian data, tahap selanjutnya adalah penarikan 

kesimpulan. Sugiyono (2016:253) menjelaskan penarikan kesimpulan 

merupakan proses menyusun informasi/data yang telah diuraikan 

dalam suatu pernyataan sehingga terbentuk dalam kalimat yang 

singkat dan jelas. yang mana dalam hal ini informasi/data yang telah 

peneliti susun, kelompokkan, dan disajikan dalam teknik tertentu 

kemudian akan ditarik kesimpulan, sehingga pembaca nantinya dapat 

mengetahui kesimpulandari keseluruhan penelitian yang telah 

dilakukan. 

2.6 Keabsahan Penelitian 

 

 Sugiyono (2016:267) menjelaskan bahwa teknik keabsahan 

penelitian merupakan derajat kepercayaan atas data yang diperoleh 

dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. Pada bagian ini 

mengungkapkan keterpercayaan dari penelitian. Sugiyono (2016:270) 

menyatakan bahwa, pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian 

kualitatif yaitu meliputi kredibilitas (credibility), transferabilitas 

(transferability), dependabilitas (dependability) dan  obyektivitas 

(confirmability). 

2.6.1 Kredibilitas (credibility) 

 

 Kredibilitas (credibility) dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan triangulasi. Sugiyono (2016:273) menjelaskan bahwa 



 
 

37  

 
 

triangulasi adalah teknik pemeriksanaan keabsahan data atau 

keabsahan penelitian yang menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang ada, dalam penelitian ini 

teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber. 

Sugiyono (2016:274) menjelaskan bahwa triangulasi sumber adalah 

teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi/data yang 

diperoleh. Maksudnya yaitu membandingkan apa yang dilakukan 

(responden) dengan keterangan wawancara yang diberikannya pada 

saat wawancara dan di tunjang dengan data dokumentasi berupa foto 

ataupun data lainnya seperti jurnal ilmiah, penelitian terdahulu dan 

teori-teori yang relevan dengan tujuan penelitian. 

2.6.2 Transferabilitas (Transferability) 

 

 Sugiyono (2016:276) menjelaskan bahwa transferabilitas 

merupakan teknik untuk menguji validitas eksternal didalam penelitian 

kualitatif. ini dapat menunjukkan derajat ketepatan atau dapat 

diterapkannya hasil penelitian pada populasi yang lebih luas. Dengan 

kata lain tranferabilitas dapat diartikan juga dengan kemungkinan 

hasil penelitian ditransfer kepada pihak lain seperti peneliti lain 

maupun kepada informan penelitian. Untuk menerapkan 

transferabilitas didalam penelitian ini nantinya peneliti akan 

memberikan uraian yang rinci, jelas, dan juga secara sistematis 
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terhadap hasil penelitian, agar penelitian ini dapat mudah dipahami 

oleh orang lain dan hasil penelitiannya dapat diterapkan maupun bisa 

dijadikan referensi. Sugiyoyo (2016:277) juga menyebutkan 

trasferabilitas dapat dicapai apabila pembaca laporan penelitian 

memperoleh gambaran yang jelas dari hasil penelitian itu sendiri. 

2.6.3 Dependabilitas (Dependability) 

 

 Sugiyono (2016:277) menyatakan bahwa dependabilitas 

dilakukan dengan cara mengaudit keseluruhan proses penelitian. 

bertujuan untuk mengecek ketergantungan atau konsistensi hasil 

penelitian dari waktu kewaktu. Pada penelitian ini peneliti akan 

melakukan audit dengan cara selalu berkonsultasi kepada 

pembimbing, dan meminta bantuan pembimbing untuk memeriksa 

keseluruhan proses penelitian. Peneliti melakukan konsultasi kepada 

pembimbing untuk mengurangi kekeliruan-kekeliruan selama 

dilakukannya proses penelitian dan dalam penyajian hasil penelitian. 

2.6.4 Konfirmabilitas/Obyektivitas (Confirmability) 

 

 Sugiyono (2016:277) mengungkapkan bahwa konfirmabilitas 

penelitian bisa dikatakan objektif apabila penelitian ini telah 

disepakati oleh orang banyak. Obyektivitas penting untuk 

menghindari penelitian dari bias-bias personal, sehingga penelitian 

dapat dikonfirmasi dengan sumber lain atau oleh pihak lain. Prosedur 

yang dapat digunakan untuk menjaga obyektivitas penelitian kualitatif 
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yaitu dengan cara peneliti secara terbuka menyampaikan identitas diri 

yang kemungkinan dapat memengaruhi kesimpulan yang dihasilkan. 

Selain itu, obyektivitas dapat diperoleh dengan melibatkan orang lain 

dalam melakukan analisis. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN 

 

3.1.  Orientasi Kancah Penelitian  

 

        Penelitian ini berfokus pada penerapan Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (PSAP) No. 05 dalam pencatatan dan pelaporan persediaan di 

instansi pemerintah daerah, khususnya pada Dinas Ketahanan Pangan dan 

Peternakan Kabupaten Jember. Pendekatan yang digunakan adalah studi 

kasus, yang bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kesesuaian praktik 

pengelolaan persediaan di lapangan dengan standar yang berlaku serta 

memberikan rekomendasi guna meningkatkan akuntabilitas dan 

transparansi pengelolaan keuangan daerah. Kantor Dinas Ketahanan 

Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember menjadi lokasi utama 

penelitian dikarenakan kantor ini merupakan pusat kegiatan operasional 

dan administratif harian pemerintah daerah dalam bidang ketahanan 

pangan dan peternakan.  

Oleh karena itu, lokasi ini dipilih agar proses observasi langsung 

dapat dilakukan secara efektif serta memperoleh data yang akurat dan 

relevan terkait perlakuan akuntansi persediaan sesuai PSAP No. 05. 

Penelitian ini bergantung pada pemahaman mendalam mengenai praktik 

pencatatan persediaan yang diterapkan di lapangan, termasuk prosedur, 

proses, dan sistem yang digunakan, serta bagaimana seluruh kegiatan 

tersebut sesuai atau tidak dengan standar akuntansi pemerintah yang 

berlaku. Melalui studi kasus ini, diharapkan dapat teridentifikasi 

berbagai permasalahan dan kendala yang mungkin dihadapi oleh staf di 

lapangan dalam menerapkan standar tersebut. 
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3.1.1 Profil Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten 

Jember  

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember 

merupakan salah satu instansi pemerintah di tingkat kabupaten 

yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan ketahanan 

pangan dan pengembangan sektor peternakan di wilayah 

Kabupaten Jember. Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 

Kabupaten Jember berada di Jl. Letjen Suprapto No.139, Lingkungan 

Krajan, Kebonsari Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi 

Jawa Timur, Indonesia. Instansi ini bertugas secara langsung dalam 

merancang, melaksanakan, serta mengawasi program-program 

yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan peternakan demi 

tercapainya kesejahteraan masyarakat setempat. 

Secara umum, kantor ini memiliki fungsi utama dalam 

mengelola dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang 

berhubungan dengan produksi, distribusi, serta pemanfaatan hasil 

pertanian dan peternakan agar mampu memenuhi kebutuhan 

masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu, dinas ini juga 

memiliki tugas dalam melakukan pengawasan terhadap sumber 

daya yang ada serta memastikan penggunaan dan pengelolaan 

persediaan bahan pangan dan kebutuhan peternakan dilakukan 

sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku. 
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Sehubungan dengan peran penting tersebut, kantor ini 

menjalankan fungsi sebagai pusat pengelolaan program 

pembangunan di bidang ketahanan pangan dan peternakan. Di 

samping itu, dinas ini juga berfungsi sebagai lembaga koordinasi 

antarinstansi terkait, serta melakukan upaya peningkatan 

kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan peternak serta 

masyarakat petani agar mampu meningkatkan produktivitas dan 

kualitas hasil panen maupun hasil peternakan yang dihasilkan. 

Lokasi kantor berada di wilayah strategis Kabupaten Jember 

yang menjadi pusat kegiatan harian pemerintahan daerah, dan 

proses kegiatan operasionalnya meliputi mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan, hingga pelaporan hasil kegiatan dan 

keuangan. Dengan demikian, kantor ini menjadi pusat utama 

dalam memastikan program dan kegiatan di bidang ketahanan 

pangan dan peternakan berjalan sesuai rencana serta mampu 

memenuhi target yang telah ditetapkan. Peran dan fungsi tersebut 

sangat mendukung upaya pemerintah daerah dalam mencapai 

ketahanan pangan nasional dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat di Kabupaten Jember. 
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3.1.2 Visi dan misi  

Visi  

Dinas ini menggambarkan cita-cita yang ingin dicapai oleh 

pemerintah daerah melalui motto “Sudah Waktunya Mbenahi 

Jember” yang menunjukkan dorongan untuk melakukan 

pembenahan dan pembangunan secara serius dan terarah. Visi ini 

menekankan pentingnya kolaborasi, sinergi, dan percepatan dalam 

membangun Kabupaten Jember agar bisa lebih maju dan 

sejahtera. Secara umum, visi ini menyiratkan bahwa 

pembangunan harus dilakukan secara bersama-sama dan secara 

cepat untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan bagi 

Masyarakat. 

  Misi 

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember 

berperan dalam mendukung pencapaian visi tersebut melalui 

sejumlah misi, yakni: 

1. Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah melalui kerja 

sama dan kolaborasi luas. Artinya, keberhasilan pembangunan 

ekonomi di Jember sangat bergantung pada sinergi dengan 

masyarakat dan elemen lainnya yang memiliki potensi 

unggulan di daerah tersebut. 
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2. Mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh 

wilayah dan memastikan kebutuhan hidup masyarakat 

terpenuhi. Keseimbangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah 

dan pemenuhan kebutuhan pokok menjadi fokus utama agar 

tidak terjadi ketimpangan dan kemiskinan. 

3. Mengatasi kemiskinan struktural secara menyeluruh. 

Kemiskinan tidak hanya bersifat sementara tetapi bersifat 

mendalam dan sistemik, sehingga perlu tindakan dan program 

strategis untuk mengentaskan masalah ini secara berkelanjutan. 

Secara keseluruhan, visi dan misi tersebut menegaskan 

komitmen pemerintah daerah dalam membangun Kabupaten 

Jember yang maju, sejahtera, serta berkeadilan dengan 

menekankan pentingnya kolaborasi dan keberlanjutan dalam 

pembangunan ekonomi pertanian dan peternakan. 

3.1.3 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 

Kabupaten Jember merupakan kerangka kerja resmi yang 

mengatur pengelolaan dan pelaksanaan tugas-tugas di 

lingkungan dinas tersebut. Struktur ini disusun secara 

sistematis untuk mendukung tercapainya tujuan dan visi dari 

dinas, sekaligus memastikan bahwa seluruh bagian maupun 

unit bekerja secara efektif dan efisien. Susunan Organisasi Dinas 



 
 

 

 

 
 

45 
 

 
 

 

 

FEB ITS MANDALA  

Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember dijelaskan 

sebagai berikut: 

Gambar 3.1 Struktur Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan  

 

 

 

 

 

 

 

Berikut ini merupakan tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan pada 

Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember 

sebagai berikut: 

1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan  

Tugas pokok membantu bupati melaksanakan  urusan 

pemerintah daerah di bidang pertanian dan bidang pangan. Kepala 

Dinas juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai ayat (4) 

sebagai berikut : 

a. Tugas 

1. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dipimpin oleh Kepala 

Dinas  

yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah 

Kepala Dinas 
Ketahanan Pangan 

dan Peternakan 

Jabatan 
Fungsional 

Sekretaris
Ka. Sub. Bagian 

Umum dan 
Kepegawaian 

Kepala Bidang Peternakan 

Kepala Bidang Kesehatan 
Hewan dan Kesmavet

Kepala Bidang Ketahanan 
Pangan

Kepala Unit Pelaksana 
Rumah Potong Hewan 

Kepala Unit Pelaksana Teknis 
Daerah Pembibitan Ternak dan 

Hijauan Makanan Ternak

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Lab.Kesehatan Hewan, Kesehatan 

Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan
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2. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah di bidang pertanian dan pemerintahan bidang pangan. 

b. Fungsi 

1. Perumusan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan 

dan    Peternakan. 

2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan 

dan Peternakan. 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang 

Ketahanan Pangan dan Peternakan 

4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Ketahanan Pangan 

dan Peternakan 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan. 

2. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 

a. Tugas  

1. Merencanakan, Melaksanakan, Mengkoordinasikan, 

2. Mengendalikan dan Melaporkan Kegiatan Administrasi 

Umum, Kepegawaian, Perencanaan Pelaporan dan 

Keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

b. Fungsi 

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan 

dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan 

dan keuangan di lingkungan Dinas. 
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2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan 

administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan 

dan keuangan di lingkungan Dinas. 

3. Pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan 

administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan 

dan keuangan di lingkungan Dinas. 

4. Pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan 

barang milik Negara yang menjadi tanggungjawab Dinas. 

3. Jabatan Fungsional 

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga 

dalam dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam 

berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 

2. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional 

senior yang diangkat oleh Bupati. 

3. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh 

Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai 

peraturan perundang-undangan. 

4. Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

a. Tugas  

Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan 

kerumahtanggan dinas, pengelolaan asset Dinas, Kepegawaian, 

Pengumpulan Dokumen serta melaksanakan tugas-tugas lain 

yang diberikan oleh sekretaris. 
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b. Fungsi 

1. Pelaksanaan administrasi surat yang meliputi penerimaan, 

pengiriman dan pendistribusian surat. 

2. Penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan 

dinas. 

3. Penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan 

dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan, dan kebersihan 

lingkungan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan. 

4. Penyiapan bahan telaahan dan pelayanan informasi. 

5. Penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan analisis 

jabatan di lingkungan dinas. 

6. Penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan 

pemeliharaan barang. 

7. Pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengadaan, 

pemeliharaan dan pendistribusian/peralatan perlengkapan 

kantor. 

8. Penatausahaan, pengamanan dan perlindungan asset/barang 

milik daerah. 

9. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

tugas. 
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5. Kepala Bidang Peternakan. 

a. Tugas  

1. Membina pembibitan ternak, budidaya dan pengembangan 

ternak. 

2. Melakukan pembinaan pengolahan dan pemasaran. 

3. Melaksanakan penerapan kebijakan pakan ternak. 

4. Mengembangkan kawasan peternakan dengan penyebaran 

ternak. 

5. Menerbitkan izin usaha ternak/produk ternak. 

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

b. Fungsi 

1. Pengelolaan Sumber Daya Genetik Ternak. 

2. Pengelolaan pengawasan mutu dan peredaran bibit ternak 

dan pengawasan mutu pakan ternak. 

3. Pengelolaan pengendalian penyediaan dan peredaran bibit 

ternak dan pakan ternak. 

4. Pengelolaan wilayah/kawasan sumber bibit ternak. 

5. Pengelolaan pengembangan lahan penggembalaan umum. 

6. Pelaksanaan bimbingan dan pelatihan budidaya ternak,  

pengolahan pakan ternak, pengolahan produk ternak dan 

pemasaran hasil peternakan. 

7. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk 

hewan. 
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8. Penerbitan izin usaha bidang peternakan. 

9. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

tugas. 

6. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet 

a. Tugas  

1. Melaksanakan kegiatan di bidang Kesehatan Hewan dan Ikan 

dan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

b. Fungsi 

1. Pengawasan, pengamatan dan epidermilogi penyakit hewan dan 

ikan serta membuat peta penyakit hewan. 

2. Pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan. 

3. Pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan. 

4. Pelaksanaan pengawasan kesehatan masyarakat veterinair. 

5. Pelaksanaan pengawasan peredaran dan penggunaan obat 

hewan. 

6. Pelaksanaan pengembangan teknologi kesehatan hewan. 

7. Pemprosesan perijinan di bidang kesehatan hewan. 

8. Penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan 

tugas. 
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7. Kepala Bidang Ketahanan Pangan  

a. Tugas  

1. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah 

di bidang ketahanan pangan serta tugas lain yang diberikan 

oleh Kepala Dinas. 

b. Fungsi 

1. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang Ketahanan 

Pangan. 

2. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang Ketahanan 

Pangan. 

3. Pengkoordinasian, pengendalian, penyusunan laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan di 

bidang Ketahanan Pangan. 

4. Penyusunan laporan pertanggungjawaban. 

8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas  

1. UPT mempunyai tugas membantu pelaksanaan sebagian tugas 

Dinas. 

2. UPT dipimpim oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

3. UPT dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha. 

4. Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian  

Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab 

kepada Kepala UPT. 
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5. Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas 

dan fungsi UPT diatur dengan Peraturan Bupati. 

9. Tata Kerja  

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, 

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok 

Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, 

integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing–

masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan 

Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah 

Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. 

2.  Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi 

bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan 

agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan. 

3. Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab 

memimpin dan  mengkoordinasi bawahan masing-masing dan 

memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas 

bawahannya. 

4. Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan 

mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya 

masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat 

waktu. 
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3.2.  Pelaksanaan Penelitian  

Pelaksanaan ini dilaksanakan pada bulan Januari 2025, 

dengan jumlah sebanyak 4 (Empat) Informan yaitu Kepala Sub 

Bagian Umum dan Kepegawaian (Atwindarsyah Aries Prasetya), 

Bidang Pengadministrasian dan Persyaratan Persediaan (Abdul 

Munir ), Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ( Edo Haris 

Hariri ), Bagian Keuangan (Kiki Permata) untuk mengkonfirmasi 

bahwasannya informasi yang didapat dari beberapa informan 

benar adanya. Penelitian dilakukan secara langsung dengan 

mendatangi lokasi tempat Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan 

Peternakan untuk dilakukannya wawancara. Pada penelitian ini 

wawancara pertama yaitu dilakukan kepada Bidang 

Pengadministrasian dan Persyaratan Persediaan, Kemudian 

peneliti mendapatkan saran dari Bapak Abdul Munir selaku 

Bidang Pengadministrasian dan Persyaratan Persediaan untuk 

mendapatkan informasi dan data secara mendalam terkait 

Akuntansi Persediaan. Karena peneliti merasa data dan informasi 

yang didapat masih kurang cukup, peneliti mengajukan 

permintaan saran kepada informan kedua untuk 

merekomendasikan informan ketiga. Dan karena informasi yang 

di dapat sudah cukup jelas dan detail dari informan keempat 

maka peneliti mencukupkan 4 informan. Adapun karakteristik 

informan dalam penelitian ini yaitu dijelaskan dalam tabel 3.1 

sebagai berikut. 
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Tabel 3. 1 Karakteristik Informan  

 

 

No 

 

 

Keterangan 

Jabatan 

Bidang 

Pengadministrasian 
dan Persyaratan 

Persediaan  

Staff Sub 

Bagian 
Umum dan 

Kepegawai

an  

Bagian 

Keuangan  

Kepala 

Bidang Sub 
Bagian 

Umum dan 

Kepegawaian 

1 Nama Abdul Munir  Edo Haris 
Hariri 

Kiki 
Permata S 

Atwindarsyah 
Aries 

Prasetya 

2 Jenis 

Kelamin 

Laki-Laki Laki-Laki Perempuan Laki-Laki 

3 Status Sudah Menikah Sudah 

Menikah 

Sudah 

Menikah 

Sudah 

Menikah 

4 Tanggal 

Pelaksanaan  

16 Januari 2025 17 Januari 

2025 

22 Januari 

2025 

28 Februari 

2025 

5 Tempat 

Pelaksanaan 

Kantor Dinas 

Ketahanan Pangan 

dan Peternakan  

Kantor 

Dinas 

Ketahanan 
Pangan dan 

Peternakan  

Kantor 

Dinas 

Ketahanan 
Pangan dan 

Peternakan  

Kantor Dinas 

Ketahanan 

Pangan dan 
Peternakan  

 

Hambatan yang dialami peneliti dalam melakukan 

penelitian ini yaitu masih menunggu surat rekomendasi dari 

bangkesbangpol dan sulit menentukan waktu wawancara dengan 

informan. Hal tersebut dikarenakan informan memiliki kesibukan 

yang cukup padat, namun pelayanan di Kantor Dinas Ketahanan 

Pangan dan Peternakan dalam hal pelayanan kepada masyarakat 

sangat baik. Hambatan yang dialami peneliti dapat ditangani 

dengan mengikuti waktu luang informan sehingga penelitian ini 

dapat berjalan dengan lancar dan peneliti mampu mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan. 
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3.3.  Temuan Penelitian  

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Kepala 

Sub Bagian Umum, Bidang Pengadministrasian dan Persyaratan 

persediaan, Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Bagian 

Keuangan. Adapun empat poin tersebut yaitu 1) Sistem dan Prosedur 

Akuntansi Persediaan. 2) Klasifikasi Akuntansi Persediaan. 3) 

Perlakuan Akuntansi Persediaan. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan 

berikut ini: 

3.3.1 Sistem dan Prosedur Akuntansi Persediaan di Kantor Dinas Ketahanan 

Pangan dan Peternakan 

Sistem dan Prosedur Akuntansi Persediaan pada Kantor Dinas 

Ketahanan Pangan dan Peternakan melibatkan Bidang 

Pengadministrasian dan Persyaratan dan Staf Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian. Bidang Pengadministrasian dan Persyaratan 

bertanggungjawab atas persediaan yang ada di Kantor Dinas 

Ketahanan Pangan dan Peternakan, Sistem persediaan di Kantor Dinas 

Ketahanan Pangan dan Peternakan menggunakan stock opname dalam 

3 bulan sekali, Sistem Persediaan di Kantor Dinas Ketahanan Pangan 

dan Peternakan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan anggaran 

belanja yang disetujui oleh Pemkab Jember dan di Catat di SPJ. SPJ 

adalah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Barang. Hal tersebut 

sebagaimana berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada 

Bidang Pengadministrasian dan Persyaratan dan Staf Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian mengenai Sistem Akuntansi Persediaan. 
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“Jadi yang jelas kalo di dinas ini, barang yang masuk disini harus    

sesuai SPJ yang dibelanjakan kemudian ada SPJ nya itu, contohnya 

barang yang dibeli ATK, Buku dan sebagainya maka semua masuk 

sini.”( Abdul Munir) 

“Kalo untuk persediaan barang setiap 3 Bulan sekali atau triwulan di 

adakan rekonsiliasi yang di inisiasi oleh BPKA PEMDA, namanya SPJ 

mbak. Dan harus sesuai dengan LRA dan jumlah barang atau tidak. 

Jadi menggunakan sistem stock opname mbak, atau sistem periode 

setiap 3 bulan sekali” (Edo Haris) 

Akuntansi Persediaan atau barang yang keluar di Kantor Dinas 

Ketahanan Pangan dan Peternakan sesuai dengan permintaan barang 

yang dibutuhkan karyawan dan staf dan kemudian ditandatangani oleh 

Kepala Bidang dan untuk diajukan ke Bidang Pengadministrasian dan 

Persyaratan. Daftar barang kemudian diverifikasi oleh Bidang 

Pengadministrasian dan Persyaratan untuk disesuaikan dengan 

kebutuhan yang ada. Dan prosedur penerimaan barang menggunakan 

stock opname di akhir dan barang yang tersisa di akhir tahun maka 

akan menjadi stock awal di tahun berikutnya. Dalam Prosedur 

Persediaan ada beberapa kendala pada saat melakukan persediaan di 

Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan terutama pada 

Distribusi karcis, seringkali mengalami kesulitan karena kurang tertib 

dalam melakukan pelaporan. Hal tersebut sebagaimana berdasarkan 

hasil wawancara yang dilakukan kepada Bidang Pengadministrasian 
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dan Persyaratan dan Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

mengenai Prosedur Akuntansi Persediaan. 

“Kalo kita barang itu sesuai dengan permintaan ya, jadi prosedurnya 

setiap pengeluaran barang harus ditandatangani oleh kepala bidang 

masing-masing, jadi contohnya ada lima karyawan pada saat 

membutuhkan sesuatu karyawan itu membuat catatan permintaan 

barang, ketika form permintaan barang sudah ditandatangani baru nanti 

di ajukan ke saya, kemudian saya Acc, jadi semua pengeluaran barang 

harus disesuaikan dengan kebutuhan.”( Abdul Munir ) 

  “Iya mbak, jadi nantinya prosedur penerimaan barang menggunakan 

stock opname di akhir dan barang yang tersisa di akhir tahun maka 

akan menjadi stock awal di tahun berikutnya.”(Edo Haris Hariri) 

     “Kalo untuk kendala ada mbak, kalo untuk Distribusi Karcis kendalanya 

banyak mbak, kadangkala pelaporan dari teman-teman ini kurang tertib 

dan menimbulkan kesulitan bagi kita, nilai karcis itu tidak seberapa 

tapi kalo diuangkan dan di porporasi nilainya besar. Jadi kita hanya 

mengeluarkan dalam bentuk global secara rincinya mereka yang di 

lapangan” ( Abdul  Munir ). 

Pencatatan Akuntansi Persediaan di Kantor Dinas Ketahanan 

Pangan dan Peternakan sudah dilakukan secara rinci setiap 3 bulan 

sekali dan dicocokkan dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

dengan Jumlah Barang atau tidak, jika terdapat kekurangan dalam 

pencatatan persediaan maka harus dilakukan pengecekkan kembali 
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dari SPJ. Jika Laporan Persediaan sudah benar maka akan dibuat 

Berita acara sampai dilakukan empat kali rekonsiliasi dalam 1 Tahun. 

Hal tersebut sebagaimana berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan kepada Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

“Kita kalo untuk persediaan barang setiap 3 Bulan sekali di adakan 

rekonsisliasi, Spj pembelian persediaan barang sesuai dengan LRA dan 

Anggaran, kemudian jika sudah klop setiap triwulan kita itu membuat 

berita acara, sampai dilakukan 4 kali rekonsiliasi setiap 1tahun dan 

diserahkan ke pemda.”(Edo Haris Hariri) 

Pengungkapan Akuntansi Persediaan pada Catatan Atas Laporan 

Keuangan dilakukan oleh Bagian Keuangan. Yang mana Bagian 

Keuangan sendiri bertugas melakukan penganggaran dan 

pengungkapan pada Laporan Keuangan. Prosedur laporan keuangan di 

Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menggunakan sistem 

SKPD dan Persediaan dicatat dengan menggunakan SIPERDA. 

Laporan keuangan yang ada di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan 

Peternakan bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) selalu di 

laporkan. Hal tersebut sebagaimana berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan kepada Bagian Keuangan mengenai Pengelolaan Akuntansi 

Persediaan yang dilakukan oleh Bagian Keuangan. 
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“Kalo untuk penginputannya lewat SKPD, kalo untuk persediaan 

sendiri ada aplikasinya namanya Siperda, nanti setiap bulannya ada 

rekonsiliasi dan pencocokan antara stock opname nya sama yang 

sudah dikeluarkan.”(Ibu Kiki) 

3.3.2 Klasifikasi Persediaan di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan 

Peternakan 

Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melakukan klasifikasi 

Akuntansi Persediaan menjadi beberapa kelompok. Adapun Klasifikasi 

Akuntansi Persediaan pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan 

Peternakan yaitu sebagai berikut : 

1. Barang atau perlengkapan (Supplies) yang digunakan dalam rangka 

kegiatan operasional pemerintahan.  

2. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau 

diserahkan kepada masyarakat,  

3. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada 

masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Staf Sub 

Bagian Umum dan Kepegawaian, Bidang Pengadministrasian dan 

Persyaratan Persediaan, mengungkapkan mengenai Klasifikasi 

Akuntansi Persediaan sebagai berikut: 

“Barang dan Perlengkapan yang saya pegang itu terdiri dari 

perlengkapan kantor seperti ATK, Bolpoin, Kertas dll sejenis itu 

kemudian ada obat-obatan itukan termasuk barang habis pakai atau 

pembelian untuk keperluan lab dan kedokteran, setelah kita butuh 
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barang itu harus di buang.”( Edo Haris) 

“Kalo untuk barang dalam proses produksi ya seperti suku cadang 

alat angkutan suku cadang alat kedokteran, suku cadang alat 

laboratorium, suku cadang alat pertanian mbak, kalo disini.”(Edo 

Haris Hariri) 

 “Barang dijual atau diserahkan ke masyarakat yaa, Obat hewan, 

Telur ayam ras, pakan ternak dll mbak. Banyak macamnya.”(Edo 

Haris Hariri) 

 “Kalo barang untuk tujuan strategis yaa seperti natura kalo disini 

mbak.”(Edo Haris Hariri) 

 
3.3.3 Perlakuan Akuntansi Persediaan  

 

Berdasarkan pengungkapan perlakuan akuntansi pada 

Catatan atas Laporan Keuangan, pengamatan pada Sistem dan 

Prosedur, dan hasil wawancara dengan informan, maka temuan 

penelitian terhadap perlakuan akuntansi persediaan berupa 

Pencatatan, Pengakuan, Pengukuran Nilai, serta Pelaporan dan 

Pengungkapan Akuntansi Persediaan pada Kantor Dinas Ketahanan 

Pangan dan Peternakan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pencatatan Akuntansi Persediaan 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada 

Bidang Pengadministrasian dan Persyaratan dan Staf Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian terkait pencatatan persediaan bahwa 

pencatatan akuntansi persediaan pada Kantor Dinas Ketahanan 
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Pangan dan Peternakan dicatat dengan menggunakan sistem 

periodik. Yang dimana pada bagian laporan stock opname barang 

yang tersisa di akhir tahun akan dikeluarkan lebih awal pada tahun 

berikutnya. 

“Jadi kalok untuk pencatatannya kita menggunakan sistem 

periodik mbak, ya seperti stock opname itu per 3 bulan 

sekali.”(Edo Haris Hariri) 

“Di dinas ini menggunakan sistem periodik mbak yaa, jadi tidak 

asal ngambil sendiri untuk persediaan kita ada catatannya, karena 

nanti triwulan ada rekapannya istilahnya stock opname namanya, 

jadi nanti per triwulan ini sisa barang ada berapa nanti triwulan 

selanjutnya ada lagi, dan kemudian barang sisa ditahun 

sebelumnya akan di keluarkan lebih awal di tahun selanjutnya gitu 

mbak.”(Abdul Munir) 

2. Pengakuan Akuntansi Persediaan  

 

Pengakuan persediaan di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan 

Peternakan dicatat untuk menyesuaikan catatan persediaan dengan 

kondisi aktual persediaan. Hal ini sebagaimana hasil wawancara 

yang dilakukan kepada Bidang Pengadministrasian dan Persyaratan 

dan Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di Kantor Dinas 

Ketahanan Pangan dan Peternakan Persediaan diakui pada saat: 
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1. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan 

diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat 

diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti atau 

dokumen yang dapat diverifikasi dan didalamnya terdapat elemen 

harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur 

secara andal. 

    “Iya mbak, jadi ada nilai dan biaya yang di akui persediaan disini 

mbak,namanya rekapitulasi.”(Abdul Munir) 

 “Untuk ini nanti bisa diliat di rekapitulasi fisiknya mbak, 

didalamnya sudah ada harga serta biaya dan sudah sesuai dengan 

SKPD se Kabupaten Jember.”(Edo Haris Hariri) 

 

2. Persediaan diakui pada saat diterima atak hak kepemilikannya 

dan/atau kepenguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang 

digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah berita 

acara stock opname, Bukti pengeluaran atau pengambilan benda 

berharga. Hal ini sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan 

kepada Bidang Pengadministrasian dan Persyaratan dan Staf Sub 

Bagian Umum dan Kepegawaian di Kantor Dinas Ketahanan 

Pangan dan Peternakan. 

   “Ya seperti berita acara stock opname, dan bukti pengeluaran atau 

pengambilan benda barharga ini mbak.nah nanti yang akan 

menandatangani kepala bidang masing-masing kemudian di 

ajukan ke saya.”(Abdul Munir) 
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    “Kalok mengenai ini setau saya ya stock opname itu mbak serta bukti 

pengeluaran dan penerimaan barang.”(Edo Haris) 

 

3. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil 

inventarisasi fisik. Penyajian persediaan pada neraca berdasarkan 

hasil inventarisasi fisik pada akhir periode akuntansi. 

Inventarisasi fisik dilakukan atas barang yang belum dipakai, 

baik yang masih berada di gudang atau tempat penyimpanan.Hal 

ini sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan kepada Bidang 

Pengadministrasian dan Persyaratan dan Staf Sub Bagian Umum 

dan Kepegawaian di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan 

Peternakan. 

“Akhir tahun kita melakukan istilahnya stock opname mbak yaa, 

nanti pada saat di stock opname barangnya ada yang tersisa maka 

ini akan menjadi stock awal pada tahun berikutnya.”(Abdul 

Munir) 

 “Untuk ini yaa, rincian mutasi barang persediaan itu mbak. Jadi 

nanti hasil pemeriksaan fisik per jenis barang persediaan nantinya 

terlampir berupa saldo akhir.”(Edo Haris Hariri) 

3. Pengukuran Nilai Persediaan  

 

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian yang 

tergolong seperti Vitamin ayam, Obat hewan, Pakan ayam atau 

barang persediaan yang memiliki nilai nominal untuk dijual. Dan 

biaya perolehan yang ada di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan 
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Peternakan harus sesuai dengan SPJ untuk menentukan harga 

barang dari stock barang. Hal ini sebagaimana hasil wawancara 

yang dilakukan kepada Bidang Pengadministrasian dan 

Persyaratan dan Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di 

Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan mengenai biaya 

perolehan. 

        “Biaya perolehan itu tidak bisa main-main yaa mbak, semua biaya 

perolehan yang ada disini harus sesuai dengan harga barang yang 

kita beli, karna apa ya sesuai dengan Spj karna ada dasarnya, jadi 

ya Spj itu yang menentukan harga barang dari stock barangnya 

itu.”(Abdul Munir) 

 “Penilaian perediaan kita itu menghitung jumlah barang akhir di 

triwulan itu,ada berapa jenis atau unit, nah itu kalo dirupiahkan 

berapa seperti vitamin ayam, Obat hewan, pakan ayam dll, di data 

saya ada mbak.”(Edo Haris Hariri) 

 

b. Harga pokok produksi persediaan apabila diperoleh dengan 

memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi 

biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan 

biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Hal ini 

sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan kepada Bidang 

Pengadministrasian dan Persyaratan di Kantor Dinas Ketahanan 

Pangan dan Peternakan mengenai nilai wajar persediaan. 
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“Harga pokok produksi sendiri itu ya ada biaya bahan baku, biaya  

tenaga kerja itu mbak.”(Abdul Munir). 

c. Nilai wajar yang ada di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan 

Peternakan yang tergolong seperti persediaan pakan hewan yang 

dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Hal ini sebagaimana 

hasil wawancara yang dilakukan kepada Staf Sub Bagian Umum 

dan Kepegawaian di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan 

Peternakan mengenai nilai wajar persediaan. 

  “Iya mbak, jadi kalo untuk nilai wajar disini ya semacam persediaan 

pakan itu yaa, dan nantinya dihitung di jumlah barang akhir di 

triwulan, dan itu sudah nilai satuan barang mbak.”(Edo Haris Hariri) 

4. Pelaporan dan Pengungkapan Persediaan 

 

       Pelaporan dan pengungkapan akuntansi persediaan yang ada di 

Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dilakukan pada 

Catatan Atas Laporan Keuangan . Informasi yang diungkap berupa a) 

Penjelasan retribusi daerah dan pos belanja modal di laporan realisasi 

anggaran. b) Pendapatan dan beban pada laporan operasional. c) 

laporan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 

Neraca. d) Catatan atas laporan keuangan. Hal ini sebagaimana hasil 

wawancara kepada Bagian Keuangan mengenai pelaporan dan 

pengungkapan akuntansi persediaan pada laporan keuangan, serta 

berdasarkan informasi yang tertera pada Catatan atas laporan 

keuangan tahun 2023 yang dibuat oleh Kantor Dinas Ketahanan 
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Pangan dan Peternakan. 

              “Kalok untuk pelaporan tentang persediaan sudah menggunakan CaLK 

dan untuk penginputannya melewati SKPD dan untuk penginputan 

persediaan ada aplikasinya namanya SIPERDA, jadi nanti setiap 

bulannya ada rekonsiliasi dan pencocokan antara stock opname sama 

yang sudah dikeluarkan gituu.”(Ibu Kiki) 

Melalui informasi diatas diketahui pencatatan akuntansi persediaan 

pada pemerintah daerah Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan 

Peternakan sudah dilakukan pencatatan secara keseluruhan. 

Akuntansi Persediaan yang ada di Kantor Dinas Ketahanan Pangan 

dan Peternakan dilaporkan pada Catatan atas Laporan Keuangan dan 

menggunakan aplikasi SIPERDA. 
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          BAB IV 

    PEMBAHASAN 

 
4.1 Sistem dan Prosedur Akuntansi Persediaan Kantor Dinas Ketahanan 

Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember  

Sistem dan prosedur akuntansi persediaan pada Kantor Dinas 

Ketahanan Pangan dan Peternakan melibatkan Bagian 

Pengadministrasian dan Persyaratan Persediaan, Staf Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian dan Bagian Keuangan yang 

bertanggungjawab dalam pengelolaan persediaan seperti Pencatatan, 

Pengakuan, Pengukuran Nilai, serta Pelaporan dan Pengungkapan 

Persediaan. Dalam melakukan penginputan Akuntansi Persediaan di 

Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menggunakan 

sistem Siperda. Prosedur Akuntansi Persediaan yang ada di Kantor 

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dilakukan dengan 

menggunakan stock opname dan dicatat dalam laporan rekonsiliasi 

belanja persediaan sebagai acuan pelaporan dan pengungkapan 

akuntansi persediaan pada Laporan Keuangan yang dilakukan oleh 

Bagian Keuangan yaitu Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD. 

Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD  selain memuat mengenai 

informasi Akuntansi Persediaan juga menjelaskan tentang kebijakan 

akuntansi dan informasi penyusunan laporan keuangan SKPD dalam 

mengelola dan mencatat keuangan di Kantor Dinas Ketahanan 

Pangan dan Peternakan. 
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Laporan keuangan di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 

disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi 

keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode 

pelaporan, dan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan 

belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi 

keuangan, menilai efektivitas, dan efisiensi, serta membantu 

menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. 

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD yang ada di 

Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan peternakan sesuai PP Nomor 71 

tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan 

laporan keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sebagai 

bentuk pertanggungjawaban pengguna anggaran kepada kepala daerah 

dalam pengelolaan keuangan di tingkat SKPD serta menyajikan 

informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai 

akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial 

dan politik. 

4.2 Perlakuan Akuntansi Persediaan berdasarkan PSAP No.05 pada 

Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten 

Jember. 

Perlakuan akuntansi persediaan pada Kantor Dinas Ketahanan 

Pangan dan Peternakan sudah sepenuhnya menerapkan PSAP No.05. 

Pencatatan dan pengungkapan akuntansi persediaan sudah dilakukan 

secara rinci dengan menggunakan aplikasi SIPERDA. Namun dalam 

penyusunan Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan 
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Peternakan tahun 2023, masih terdapat banyak sekali tantangan seiring 

dengan kompleksitas transaksi keuangan yang semakin beragam serta 

perubahan regulasi dan perencanaan dan penganggaran cukup 

memakan waktu. Adapun perbandingan penerapan perlakuan akuntansi 

persediaan pada PSAP No.05 dengan perlakuan akuntansi persediaan 

pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan digunakan untuk 

menganalisis perbedaan keduanya. Berikut perbandingan perlakuan 

akuntansi persediaan menurut PSAP No.05 dengan perlakuan 

akuntansi persediaan pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan 

peternakan.ss 

Tabel 4.1 Klasifikasi Persediaan Berdasarkan Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 05 tentang Persediaan 

No Indikator Kategori Keterangan 

1 Persediaan merupakan asset 

yang berupa : 

a.   Barang atau 

perlengkapan (supplies) 

yang digunakan dalam 

rangka kegiatan 

operasional pemerintah; 

b.   Bahan atau perlengkapan 

(supplies) yang akan 

digunakan dalam proses 

produksi; 

c.   Barang dalam proses 

produksi yang 

dimaksudkan untuk 

dijual atau diserahkan 

kepada masyarakat; 

d.   Barang yang disimpan 

untuk dijual atau 

diserahkan kepada 

masyarakat dalam rangka 

kegiatan pemerintahan. 

Sesuai  Persediaan di Kantor Dinas 

Ketahanan Pangan dan 

Peternakan merupakan asset 

yang berupa barang atau 

perlengkapan (supplies) yang 

digunakan dalam rangka 

kegiatan operasional 

pemerintah. 

(Terlampir pada lampiran 9) 
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Tabel 4.2  Pengakuan Persediaan Berdasarkan Pernyataan Standar 

                             Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 05 tentang Persediaan 

 

No Indikator Kategori Keterangan 

1. Persediaan diakui 
(a) pada saat potensi manfaat 

ekonomi masa depan diperoleh 

pemerintah dan mempunyai nilai 

atau biaya yang dapat diukur 

dengan andal, (b) pada saat 

diterima atau hak kepemilikannya 

dan/ atau kepenguasaannya 

berpindah 

Sesuai  Kantor Dinas Ketahanan 

Pangan dan Peternakan  

mengakui persediaan 

pada saat barang benar-

benar diterima beserta 

kelengkapan dokumen- 

dokumennya 

(Terlampir pada 

lampiran 11 dan 12) 

2. Pada akhir periode akuntansi 

catatan persediaan disesuaikan 

dengan hasil inventarisasi fisik 

Sesuai Dinas Ketahanan Pangan 

dan Peternakan 

menggunakan berita 

acara stock opname dan 

melakukan stock opname 

setiap 3 bulan sekali  

(Terlampir pada 

lampiran 11 dan 12) 

 
 

 

2 Persediaan mencakup barang atau 

perlengkapan yang dibeli dan 

disimpan untuk digunakan, 

misalnya barang habis pakai 

seperti alat tulis kantor, barang tak 

habis pakai seperti komponen 

peralatan dan pipa, dan barang 

bekas pakai seperti komponen 

bekas. 

Sesuai Persediaan di Kantor Dinas 

Ketahanan Pangan dan 

Peternakan disimpan untuk 

digunakan, berupa 

persediaan Obat hewan, 

pakan ternak dan persediaan 

perlengkapan yang 

digunakan dalam memenuhi 

kebutuhan operasional 

Kantor Dinas Ketahanan 

Pangan dan Peternakan 

(Terlampir pada lampiran 9) 

3 Dalam hal pemerintah 

menyimpan barang untuk tujuan 

cadangan strategis seperti 

cadangan energi (misalnya 

minyak) atau untuk tujuan 

berjaga-jaga seperti cadangan 

pangan (misalnya beras), barang-

barang dimaksud diakui sebagai 

persediaan. 

Sesuai Kantor Dinas Ketahanan 

Pangan dan Peternakan 

menganggarkan Persediaan 

cadangan untuk 

mengantisipasi Kejadian 

Luar Biasa tersebut dan 

mengakui suku cadang dan  

natura sebagai Persediaan 

(Terlampir pada lampiran 9) 
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Tabel 4.3 Pengukuran Persediaan Berdasarkan Pernyataan Standar 

           Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 05 tentang Persediaan 

 

No Indikator Kategori Keterangan  

1. Persediaan disajikan sebesar: 

1. Biaya perolehan apabila 

diperoleh dengan 

pembelian; 

2. Harga pokok produksi 

apabila diperoleh dengan 

memproduksi sendiri; 

3. Nilai wajar, apabila 

diperoleh dengan cara 

lainnya seperti donasi/ 

rampasan. 

Sesuai  Persediaan di Kantor 

Dinas Ketahanan Pangan 

dan Peternakan disajikan 

dengan biaya perolehan. 

Persediaan diperoleh 

dengan pembelian. 

(Terlampir pada 

lampiran 8) 

2. Persediaan dapat dinilai dengan 

menggunakan: 

1. Metode sistematis seperti 

FIFO  

2. Harga pembelian terakhir 

apabila setiap unit 

persediaan nilainya tidak 

material dan bermacam- 

macam jenis. 

Sesuai  Kantor Dinas Ketahanan 

Pangan dan Peternakan 

dalam metode 

perhitungannya 

menggunakan FIFO  

(Terlampir pada 

lampiran 8) 

 

 

              Tabel 4.4 Pengungkapan Persediaan Berdasarkan Pernyataan Standar 

         Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 05 tentang Persediaan 

 

No Indikator Kategori Keterangan  

1. Laporan keuangan 

mengungkapkan: 

a. Kebijakan akuntansi yang 

digunakan dalam 

pengukuran persediaan dan 

laporan keuangan  

b. Penjelasan lebih lanjut 

persediaan seperti barang 

atau perlengkapan yang 

digunakan dalam pelayanan 

masyarakat, barang atau 

perlengkapan yang 

Kurang Sesuai Kebijakan 

akuntansi dalam 

mencatat 

persediaan pada 

laporan keuangan 

sudah terdapat 

pada Catatan atas 

Laporan 

Keuangan dan 

menggunakan 

sistem siperda, 

namun masih 
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digunakan dalam proses 

produksi, barang yang 

disimpan untuk dijual atau 

diserahkan kepada 

masyarakat, dan barang 

yang masih dalam proses 

produksi yang dimaksudkan 

untuk dijual atau diserahkan 

kepada masyarakat; dan 

c. Jenis, jumlah, dan nilai 

persediaan dalam kondisi 

rusak atau usang 

terdapat beberapa 

kesalahan dalam 

pencatatan dan 

pelaporan. 

persediaan yang 

rusak dan usang 

tidak 

dicantumkan 

dalam Calk. 

(Terlampir pada 

lampiran 7 dan 13) 

 

Tabel 4.1 diatas menunjukkan poin-poin Perlakuan 

Akuntansi persediaan pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan 

Peternakan dan kesesuaiannya dengan PSAP No.05 sebagaimana 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Klasifikasi Akuntansi Persediaan  

Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dalam 

mengklasifikasikan persediaan yang sesuai dengan kriteria 

menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP 

No.05) terdapat pada point a) Barang atau perlengkapan (Supplies) 

yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah 

seperti : ATK, Bahan cetak, Benda pos, Bahan komputer dll. b) 

Bahan atau perlengkapan (Supplies) yang digunakan dalam proses 

produksi seperti:Bahan bakar pelumas dan bahan kimia. c) Barang 

dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau 

diserahkan kepada masyarakat. d) Barang yang disimpan untuk 

dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan 
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pemerintah seperti : Obat hewan, Pakan ternak. e) Barang yang 

disimpan untuk tujuan strategis seperti : suku cadang dan natura. 

2. Pencatatan Akuntansi Persediaan  

Dalam pencatatan akuntansi persediaan Kantor Dinas 

Ketahanan Pangan dan Peternakan menggunakan sistem periodik 

dan aplikasi siperda, yang mana barang yang tersisa pada tahun 

sebelumnya akan keluar ditahun selanjutnya. Dan setiap 3 bulan 

sekali Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 

mengadakan rekonsiliasi yang di inisiasi BPKA Pemda. Spj 

pembelian persediaan barang harus sesuai dengan Laporan 

Realisasi Anggaran dan harus sudah sesuai dengan jumlah barang. 

Jika terdapat kekurangan dalam pencatatan persediaan maka harus 

dilakukan pencocokan dengan SPJ. 

3. Pengakuan Persediaan  

Berdasarkan PSAP No.05, Persediaan diakui (a) pada saat 

potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan 

mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. (b) 

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya 

dan/atau kepenguasaannya berpindah. (c) Pada akhir periode 

akuntansi, persediaan dicatatan berdasarkan hasil inventarisasi 

fisik. Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan mengakui 

suatu persediaan pada saat barang telah benar-benar diterima 

beserta dengan kelengkapan dokumennya, seperti berita acara 
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stock opname dan adanya dokumen yang memuat nilai atau harga 

agar dapat diukur secara andal dan dapat diverifikasi, selama 

persediaan belum tiba di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan 

Peternakan persediaan tidak akan diakui. Dan pada akhir periode 

akuntansi Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan juga 

melakukan pengecekan fisik (stock opname) setiap akhir bulan 

untuk menyesuaikan pencatatan persediaan yang masuk dan keluar 

dengan sisa stok persediaan dan untuk mengetahui saldo barang 

secara riil yang ada di gudang. 

4. Pengukuran Nilai Persediaan  

Berdasarkan PSAP No.05 tentang pengukuran persediaan 

pada poin (a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan 

pembelian. (b) Harga Pokok Perolehan apabila diperoleh dengan 

memproduksi sendiri.(c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan 

cara lainnya seperti donasi/rampasan. Pengukuran persediaan pada 

Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menggunakan 

metode FIFO (First In First Out) dimana setiap persediaan yang 

masuk pertama itu juga yang digunakan atau di keluarkan pertama, 

hal tersebut bertujuan untuk mengurangi resiko kerusakan atau 

keusangan terhadap persediaan yang ada, dan barang yang tersisa 

pada tahun sebelumnya maka barang tersebut menjadi stock awal 

di tahun berikutnya.  
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Perolehan persediaan pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan 

Peternakan diperoleh dengan pembelian, maka Kantor Dinas 

Ketahanan Pangan dan Peternakan mengikuti atau menggunakan 

harga pembelian terakhir dari dokumen-dokumen yang dikirimkan 

bersamaan dengan persediaan yang dipasok, dokumen yang 

dimaksud yaitu dokumen yang memuat nilai atau harga dari 

persediaan yang dibeli. 

5. Pelaporan dan Pengungkapan Persediaan  

Pelaporan dan Pengungkapan Persediaan dalam laporan 

keuangan mengacu pada kebijakan akuntansi yang digunakan 

untuk pengukuran persediaan. Kantor Dinas Ketahanan Pangan 

dan Peternakan telah menjelaskan kebijakan akuntansi yang 

digunakan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Namun dalam 

penjelasan mengenai pengukuran persediaan tidak disebutkan 

secara jelas metode yang digunakan untuk menghitung masuk dan 

keluarnya barang. Pada CaLK hanya mencantumkan awal 

penilaian persediaan tersebut diperoleh. Saldo persediaan Dinas 

Ketahanan Pangan Dan Peternakan per 31 Desember 2023 sebesar 

Rp15.451.250,00. Jumlah tersebut merupakan sisa persediaan per 

31 Desember 2023 dan 2022 sesuai hasil inventarisasi, yang 

nilainya dihitung berdasar harga pembelian terakhir, dengan 

rincian sebagai berikut: Berikut nilai persediaan Kantor Dinas 

Ketahanan Pangan dan Peternakan pada 31 Desember 2023. 
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Tabel 4.2 Catatan Atas Laporan Keuangan Persediaan 

Sumber: Catatan atas laporan keuangan Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan 

peternakan kabupaten jember tahun 2023 

 

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang bersifat umum 

dalam lingkungan sistem pengendalian intern yang terus diperkuat 

untuk menjamin keandalan laporan keuangan yang dihasilkan. 

Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan telah berupaya untuk 

mewujudkan hal tersebut dengan melaksanakan berbagai 

pentahapan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan serta memperhatikan situasi, kondisi dan sumberdaya 

yang dimiliki. Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Dan 

Peternakan Tahun 2023, telah disajikan dengan berpedoman pada 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara Peemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk teknis 

pelaksanaannya, laporan keuangan ini mengacu pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan berbasis akrual, Peraturan Pemerintah Nomor 12 

N

o

. 

Uraian  Per 31 

Desember 

2023(Rp) 

Per 31 

Desember 

2022(Rp) 

Kenaikan 

(Penurunan) 

Presentase 

1 Persediaan  15.451.250 24.430.095 (8.978.845) 58,11 

Total 15.451.250 24.430.095 (8.978.845) 58,11 
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Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Seluruh hasil laporan 

keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dituangkan 

dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan disajikan sesuai 

dengan kondisi obyektif dan sebagai bentuk pertanggungjawaban 

dari pemerintah, informasi mengenai keuangan dan aset negara 

harus relevan dan tercatat dengan baik sehingga tercapai 

ketranparansian dan akuntabilitas publik yang diharapkan .untuk 

mencapai transparansi dan akuntabilitas yang diharapan setiap 

entitas atau organisasi perlu mengikuti acuan atau standar 

akuntansi yang telah ditetapkan. Selain itu, laporan keuangan yang 

ada di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan digunakan 

untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja dengan 

anggaran yang telah ditetapkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan   

 

Berdasarkan hasil penjabaran dan pembahasan yang telah dilakukan 

maka dapat ditarik kesimpulan. Adapun kesimpulan dari penelitian 

yang dilakukan pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 

Kabupaten Jember yaitu sebagai berikut: 

1. Secara umum, penerapan standar PSAP No. 05 di Kantor Dinas 

Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember menunjukkan 

bahwa instansi telah berusaha mengikuti ketentuan akuntansi 

pemerintah terkait persediaan. Sistem pencatatan yang digunakan 

mengikuti pedoman standar yang berlaku, dan perlakuan akuntansi 

dilakukan secara cukup serius untuk menjaga transparansi dan 

akuntabilitas keuangan. Akan tetapi, penerapannya masih menghadapi 

tantangan karena sumber daya manusia belum sepenuhnya memahami 

ketentuan teknis PSAP No. 05 secara mendalam, sehingga terdapat 

ketidaksesuaian dalam aspek pelaporan keuangan.  

2. Pelakuan Akuntansi Persediaan di Kantor Dinas Ketahanan Pangan 

meliputi : 1) Pengakuan persediaan dilakukan saat barang benar-benar 

diterima dan dokumen lengkap disertakan. Barang diakui sebagai 

persediaan saat memenuhi syarat yakni sudah diterima dengan bukti 

pendukung yang sah, seperti berita acara stock opname dan dokumen 

lain yang relevan, pada akhir periode akuntansi Kantor Dinas
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3. Ketahanan Pangan dan Peternakan juga melakukan pengecekan 

fisik (stock opname) setiap akhir bulan untuk menyesuaikan 

pencatatan persediaan yang masuk dan keluar dengan sisa stok 

persediaan untuk mengetahui saldo barang secara riil yang ada di 

gudang. Pengakuan ini sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, 

yaitu mengakui persediaan pada saat terjadi pengendapan manfaat 

ekonomis dan sesuai dengan ketentuan standar. 2) Pengukuran 

persediaan dilakukan berdasarkan harga perolehan dengan 

menggunakan metode FIFO. Pendekatan ini dianggap sesuai dengan 

standar dalam menentukan nilai persediaan. Pengukuran ini penting 

agar laporan keuangan mencerminkan nilai persediaan yang 

sebenarnya dan meningkatkan keakuratan data yang dilaporkan. 

Meski begitu, masih terdapat kekurangan dalam pengungkapan nilai 

persediaan yang rusak, usang, atau tidak layak digunakan, yang 

diperlukan agar laporan keuangan lebih lengkap dan transparan, 

sebagaimana diatur dalam standar PSAP No. 05. 3) Dalam pelaporan 

keuangan, instansi ini menyusun laporan berdasarkan data 

persediaan yang telah dicatat dan diukur sesuai prosedur. Akan 

tetapi, masih ditemukan kekurangan dalam aspek pengungkapan, 

terutama terkait persediaan yang rusak, usang, atau tidak layak 

pakai yang belum sepenuhnya dicantumkan secara lengkap dalam 

laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa meski pencatatan 
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dan pengukuran sudah dilakukan dengan benar, aspek 

pengungkapan perlu mendapat perhatian agar laporan keuangan 

dapat lebih transparan dan lengkap sesuai standar PSAP No. 05. 

5.2 Implikasi 

 

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 05 terhadap 

perlakuan akuntansi persediaan di Kantor Dinas Ketahanan Pangan 

dan Peternakan Kabupaten Jember masih memiliki berbagai 

tantangan dan hambatan yang perlu ditangani secara sistematis. 

Secara umum, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun sudah 

ada usaha untuk menerapkan standar tersebut, realitas lapangan 

menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan dan 

pelaporan persediaan yang berpengaruh langsung terhadap akurasi 

dan transparansi laporan keuangan daerah. 

Pertama, penerapan PSAP No. 05 telah membantu dalam 

membentuk sistem pencatatan persediaan yang lebih sistematis dan 

terstruktur di lingkungan instansi tersebut. Sistem pencatatan yang 

digunakan, seperti aplikasi SIPERDA dan metode pengakuan 

berbasis akrual serta metode FIFO dalam pengukuran persediaan, 

menunjukkan komitmen instansi untuk mengikuti pedoman 

standar akuntansi yang berlaku. Hal ini berdampak positif dalam 

meningkatkan keakuratan data persediaan, yang berperan penting 

dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja keuangan. 
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Namun demikian, ada beberapa kekurangan yang perlu 

dicermati. Di antaranya adalah kurangnya pemahaman sumber 

daya manusia terhadap ketentuan teknis PSAP No. 05, sehingga 

masih terdapat ketidaksesuaian dalam aspek pengungkapan dan 

pelaporan, seperti laporan persediaan yang tidak lengkap, tidak 

mencantumkan persediaan rusak atau usang, serta kurangnya 

rincian mengenai kondisi dan nilai persediaan tersebut. 

Kekurangan ini menimbulkan potensi terjadinya 

ketidaktransparanan dan ketidakakuratan informasi keuangan, 

yang berpotensi merusak reputasi dan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan daerah. 

Kedua, dari aspek organisasi dan proses, masih diperlukan 

peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM melalui pelatihan, 

sosialisasi, dan pendampingan secara berkelanjutan agar 

pengetahuan tentang PSAP No. 05 dapat diterapkan secara 

konsisten dan menyeluruh. Peningkatan pemahaman ini akan 

mendorong penerapan praktik pengelolaan persediaan yang lebih 

profesional, akurat, dan sesuai standar, yang pada akhirnya akan 

memperkuat sistem pengendalian internal dan memperkecil risiko 

kesalahan pelaporan. 

Ketiga, penelitian ini menunjukkan perlunya komitmen 

seluruh stakeholder terkait dalam upaya peningkatan kualitas 

pengelolaan persediaan agar sesuai dengan PSAP No. 05. Dengan 
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sinergi yang baik antara pengelola, pengawas, dan pengguna 

laporan keuangan, maka pelaksanaan standar ini dapat 

dioptimalkan, serta pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan 

secara transparan dan akuntabel. 

Secara keseluruhan, implikasi dari hasil penelitian ini 

membangun kesadaran akan pentingnya peningkatan kapasitas 

sumber daya manusia dan sistem, guna mendorong implementasi 

PSAP No. 05 yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, hasil ini 

juga mendorong perlunya pengembangan regulasi internal dan 

peningkatan pemahaman sdm terkait PSAP No.05 yang sesuai 

untuk mengatasi hambatan yang ada, sehingga pengelolaan 

persediaan dapat memberikan manfaat maksimal dalam rangka 

mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan 

akuntabel. Sebagai solusi, disarankan untuk meningkatkan 

kapasitas dan kompetensi petugas melalui pelatihan dan sosialisasi 

standar akuntansi pemerintah terbaru serta prosedur pencatatan 

persediaan. Penerapan sistem pencatatan perpetual (yang terus-

menerus) dapat dipertimbangkan agar data persediaan selalu up-to-

date, dan pengelolaan menjadi lebih akurat dan efisien. Perbaikan 

terhadap pengungkapan, misalnya menambahkan catatan terkait 

barang rusak, usang, atau hilang, sangat penting agar laporan 

keuangan memenuhi standar dan dapat dipercaya. 
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5.3 Saran  

 

1. Bagi Pemerintah Daerah Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, 

maka penulis memberikan saran dalam melaksanakan pengelolaan 

persediaan tetap berpedoman pada PSAP No.05 yang berlaku agar dapat 

mempertahankan efektifitas penerapan pengelolaan persediaan pada 

Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dalam hal Pencatatan, 

Pengakuan, Pengukuran, Pelaporan dan Pengungkapan Persediaan serta  

Standar Operasional Prosedur (SOP) harus dijalankan secara konsisten 

oleh seluruh pegawai yang menangani persediaan. SOP ini mencakup 

seluruh tahap pengelolaan persediaan mulai dari penerimaan barang, 

penyimpanan, pencatatan, pengendalian, hingga pelaporan. Konsistensi ini 

penting agar tidak terjadi penyimpangan dari prosedur yang telah 

ditetapkan, sehingga proses pengelolaan persediaan berlangsung tertib, 

terkontrol, dan sesuai aturan. Penerapan SOP yang baik juga akan 

membantu mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan keandalan 

laporan keuangan. Dengan mengikuti ketentuan ini, laporan keuangan 

terkait persediaan akan menjadi lebih akurat dan mencerminkan kondisi 

riil barang yang dimiliki. Penerapan yang tepat juga akan meningkatkan 

tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan instansi, sehingga pihak 

internal maupun eksternal dapat memperoleh gambaran keuangan yang 

jernih dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menghasilkan laporan 

keuangan yang transparan khususnya menyangkut laporan persediaan 

karena peran akuntansi persediaan sangat penting dalam berjalannya 
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kegiatan operasional suatu instansi khusunya meningkatkan pemahaman 

SDM tentang PSAP No 05 

2. Bagi peneliti selanjutnya diinginkan dapat melakukan penelitian kembali 

pada instansi yang berbeda atau instansi pemerintah yang sama dengan 

tahun yang berbeda, sehingga menambah wawasan mengenai penerapan 

dan perlakuan akuntansi persediaan menurut PSAP No.05 serta melibatkan 

bagian gudang dalam proses pengumpulan data secara langsung, 

khususnya untuk mengetahui kondisi fisik dan jumlah barang rusak dan 

usang secara lengkap dan akurat. Penelitian juga dapat dikembangkan 

dengan mengkaji laporan pengelolaan persediaan serta mengidentifikasi 

faktor-faktor penghambat implementasi standar akuntansi persediaan di 

tingkat lapangan. 

Secara umum, penulis menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan 

persediaan di instansi pemerintah sangat dipengaruhi oleh pemahaman, 

disiplin dalam menerapkan SOP, serta penguatan sistem pencatatan dan 

pelaporan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Dengan 

peningkatan kompetensi SDM dan sistem yang terintegrasi serta sesuai 

standar, pengelolaan keuangan di bidang persediaan akan menjadi lebih 

amanah dan akuntabel. Sementara, penelitian lanjutan harus dilakukan 

secara berkesinambungan di berbagai instansi dan kondisi berbeda untuk 

memperkuat dan memperluas temuan serta rekomendasi yang ada.
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          Lampiran 1 

 

Surat Izin Permohonan Penelitian Bangkesbangpol Jember 
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Lampiran 2  

 

TRANSKIP WAWANCARA ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN 

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PSAP) NO. 05 TERHADAP 

PERLAKUAN AKUNTANSI PERSEDIAAN  

(Studi Kasus Pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 

Kabupaten Jember) 

No Pertanyaan Kategori 

1. Sistem pencatatan apa yang digunakan dalam 

pengelolaan persediaan? Apakah sistem 

periodik atau perpetual?  

Sistem Pencatatan 

Akuntansi Persediaan  

2. Bagaimana inventarisasi fisik dilakukan? 

Apakah dilakukan secara periodik? Berapa kali 

dalam setahun? 

Sistem Inventarisasi 

Persediaan 

3. Apakah hasil inventarisasi fisik sering berbeda 

dengan catatanPener akuntansi?  

Sistem Inventarisasi 

Persediaan 

 Apakah dinas ini menggunakan perangkat 

lunak atau sistem khusus untuk pencatatan 

persediaan?  

Pengembangan Sistem 

Akuntansi Persediaan  

4. Apakah ada panduan tertulis atau SOP 

(Standar Operasional Prosedur) terkait 

pengelolaan persediaan? 

Prosedur Akuntansi 

Persediaan  

5. Bagaimana prosedur penerimaan dan 

penyimpanan persediaan dilakukan di dinas 

ini? 

Proses Operasional 

Persediaan   

6. Bagaimana Kantor Dinas Ketahanan Pangan 

dan Peternakan Kabupaten Jember 

menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (PSAP) No. 05 dalam 

pencatatan persediaan? 

Penerapan PSAP N0.05 

7. Kebijakan apa yang diterapkan untuk 

memastikan pengelolaan persediaan sesuai 

dengan PSAP No. 05? 

Kebijakan Penerapan  

PSAP No.05 

8. Apakah ada penggolongan atau 

pengelompokkan pada klasifikasi akuntansi 

persediaan, seperti (Barang habis pakai, bahan 

dalam proses produksi, barang hasil proses 

produksi, persediaan barang lainnya) 

Klasifikasi Persediaan  

9. Bagaimana proses pengakuan persediaan 

dilakukan di dinas ini? Apakah sudah sesuai 

dengan prinsip pengakuan dalam PSAP No. 

05? 

Proses Pengakuan 

Persediaan  

10. Bagaimana metode pengukuran nilai 

persediaan dilakukan? Apakah menggunakan 

metode biaya perolehan, biaya standar, atau 

nilai wajar? 

Metode Pengukuran 

Nilai Persediaan 



 
 

 

92 

 

 
 FEB ITS MANDALA  

11. Bagaimana persediaan dilaporkan dalam 

laporan keuangan? Apakah disertai dengan 

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)? 

Pelaporan dan 

Pengungkapan 

Persediaan  

12. Informasi apa saja yang diungkapkan terkait 

persediaan dalam laporan keuangan dinas ini? 

Pelaporan dan 

Pengungkapan 

Persediaan 

13. Apakah ada tantangan dalam menentukan 

waktu pengakuan persediaan (misalnya, pada 

saat penerimaan barang atau perpindahan 

kepemilikan)? 

Tantangan dan kendala  

14. Bagaimana koordinasi antara bidang 

logistik/gudang dan bidang akuntansi dalam 

pengelolaan persediaan? 

Pelatihan dan 

pemahaman  
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Laporan Realisasi Belanja dan Pendapatan Daerah  

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember Tahun Angaran 

2023 
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Neraca Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember Tahun 

Anggaran 2023 
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Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 

Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 
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Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 

Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 
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Laporan Rekonsiliasi Belanja Persediaan Dinas Ketahanan Pangan dan 
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Berita Acara Rekonsiliasi Data Barang Persediaan 
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Berita Acara Stock Opname 
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Pernyataan Standar Akuntansi No.05 
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	“Jadi yang jelas kalo di dinas ini, barang yang masuk disini harus    sesuai SPJ yang dibelanjakan kemudian ada SPJ nya itu, contohnya barang yang dibeli ATK, Buku dan sebagainya maka semua masuk sini.”( Abdul Munir)
	“Kalo untuk persediaan barang setiap 3 Bulan sekali atau triwulan di adakan rekonsiliasi yang di inisiasi oleh BPKA PEMDA, namanya SPJ mbak. Dan harus sesuai dengan LRA dan jumlah barang atau tidak. Jadi menggunakan sistem stock opname mbak, atau sist...
	Akuntansi Persediaan atau barang yang keluar di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sesuai dengan permintaan barang yang dibutuhkan karyawan dan staf dan kemudian ditandatangani oleh Kepala Bidang dan untuk diajukan ke Bidang Pengadministrasi...
	“Kalo kita barang itu sesuai dengan permintaan ya, jadi prosedurnya setiap pengeluaran barang harus ditandatangani oleh kepala bidang masing-masing, jadi contohnya ada lima karyawan pada saat membutuhkan sesuatu karyawan itu membuat catatan permintaan...
	“Iya mbak, jadi nantinya prosedur penerimaan barang menggunakan stock opname di akhir dan barang yang tersisa di akhir tahun maka akan menjadi stock awal di tahun berikutnya.”(Edo Haris Hariri)
	“Kalo untuk kendala ada mbak, kalo untuk Distribusi Karcis kendalanya banyak mbak, kadangkala pelaporan dari teman-teman ini kurang tertib dan menimbulkan kesulitan bagi kita, nilai karcis itu tidak seberapa tapi kalo diuangkan dan di porporasi n...
	Pencatatan Akuntansi Persediaan di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sudah dilakukan secara rinci setiap 3 bulan sekali dan dicocokkan dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Jumlah Barang atau tidak, jika terdapat kekurangan dalam p...
	“Kita kalo untuk persediaan barang setiap 3 Bulan sekali di adakan rekonsisliasi, Spj pembelian persediaan barang sesuai dengan LRA dan Anggaran, kemudian jika sudah klop setiap triwulan kita itu membuat berita acara, sampai dilakukan 4 kali rekonsili...
	Pengungkapan Akuntansi Persediaan pada Catatan Atas Laporan Keuangan dilakukan oleh Bagian Keuangan. Yang mana Bagian Keuangan sendiri bertugas melakukan penganggaran dan pengungkapan pada Laporan Keuangan. Prosedur laporan keuangan di Kantor Dinas Ke...
	“Kalo untuk penginputannya lewat SKPD, kalo untuk persediaan sendiri ada aplikasinya namanya Siperda, nanti setiap bulannya ada rekonsiliasi dan pencocokan antara stock opname nya sama yang sudah dikeluarkan.”(Ibu Kiki)
	3.3.2 Klasifikasi Persediaan di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melakukan klasifikasi Akuntansi Persediaan menjadi beberapa kelompok. Adapun Klasifikasi Akuntansi Persediaan pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan yaitu sebagai berikut :
	1. Barang atau perlengkapan (Supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintahan.
	2. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat,
	3. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
	Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Bidang Pengadministrasian dan Persyaratan Persediaan, mengungkapkan mengenai Klasifikasi Akuntansi Persediaan sebagai berikut:
	“Barang dan Perlengkapan yang saya pegang itu terdiri dari perlengkapan kantor seperti ATK, Bolpoin, Kertas dll sejenis itu kemudian ada obat-obatan itukan termasuk barang habis pakai atau pembelian untuk keperluan lab dan kedokteran, setelah kita but...
	“Kalo untuk barang dalam proses produksi ya seperti suku cadang alat angkutan suku cadang alat kedokteran, suku cadang alat laboratorium, suku cadang alat pertanian mbak, kalo disini.”(Edo Haris Hariri)
	3.3.3 Perlakuan Akuntansi Persediaan
	Berdasarkan pengungkapan perlakuan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan, pengamatan pada Sistem dan Prosedur, dan hasil wawancara dengan informan, maka temuan penelitian terhadap perlakuan akuntansi persediaan berupa Pencatatan, Pengakuan, Pen...
	1. Pencatatan Akuntansi Persediaan
	Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bidang Pengadministrasian dan Persyaratan dan Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian terkait pencatatan persediaan bahwa pencatatan akuntansi persediaan pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan ...
	“Jadi kalok untuk pencatatannya kita menggunakan sistem periodik mbak, ya seperti stock opname itu per 3 bulan sekali.”(Edo Haris Hariri)

	4.1 Sistem dan Prosedur Akuntansi Persediaan Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember
	Sistem dan prosedur akuntansi persediaan pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melibatkan Bagian Pengadministrasian dan Persyaratan Persediaan, Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Bagian Keuangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaa...
	Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD  selain memuat mengenai informasi Akuntansi Persediaan juga menjelaskan tentang kebijakan akuntansi dan informasi penyusunan laporan keuangan SKPD dalam mengelola dan mencatat keuangan di Kantor Dinas Ketahanan Panga...
	Laporan keuangan di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan, dan digunakan untuk membandingkan realisasi ...
	4.2 Perlakuan Akuntansi Persediaan berdasarkan PSAP No.05 pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember.
	Perlakuan akuntansi persediaan pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sudah sepenuhnya menerapkan PSAP No.05. Pencatatan dan pengungkapan akuntansi persediaan sudah dilakukan secara rinci dengan menggunakan aplikasi SIPERDA. Namun dalam pen...
	Peternakan tahun 2023, masih terdapat banyak sekali tantangan seiring dengan kompleksitas transaksi keuangan yang semakin beragam serta perubahan regulasi dan perencanaan dan penganggaran cukup memakan waktu. Adapun perbandingan penerapan perlakuan ak...
	Tabel 4.1 diatas menunjukkan poin-poin Perlakuan Akuntansi persediaan pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dan kesesuaiannya dengan PSAP No.05 sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut:
	1. Klasifikasi Akuntansi Persediaan
	Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dalam mengklasifikasikan persediaan yang sesuai dengan kriteria menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP No.05) terdapat pada point a) Barang atau perlengkapan (Supplies) yang digunakan dalam...
	2. Pencatatan Akuntansi Persediaan
	Dalam pencatatan akuntansi persediaan Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menggunakan sistem periodik dan aplikasi siperda, yang mana barang yang tersisa pada tahun sebelumnya akan keluar ditahun selanjutnya. Dan setiap 3 bulan sekali Kantor ...
	3. Pengakuan Persediaan
	Berdasarkan PSAP No.05, Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. (b) Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau ke...
	4. Pengukuran Nilai Persediaan
	Berdasarkan PSAP No.05 tentang pengukuran persediaan pada poin (a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. (b) Harga Pokok Perolehan apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.(c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya sepert...
	Perolehan persediaan pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan diperoleh dengan pembelian, maka Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan mengikuti atau menggunakan harga pembelian terakhir dari dokumen-dokumen yang dikirimkan bersamaan den...
	5. Pelaporan dan Pengungkapan Persediaan
	Pelaporan dan Pengungkapan Persediaan dalam laporan keuangan mengacu pada kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengukuran persediaan. Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan telah menjelaskan kebijakan akuntansi yang digunakan pada Catatan at...
	Tabel 4.2 Catatan Atas Laporan Keuangan Persediaan
	Sumber: Catatan atas laporan keuangan Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan peternakan kabupaten jember tahun 2023
	Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang bersifat umum dalam lingkungan sistem pengendalian intern yang terus diperkuat untuk menjamin keandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan telah berupaya untuk mewuju...
	BAB V
	PENUTUP
	5.1 Simpulan
	Berdasarkan hasil penjabaran dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan. Adapun kesimpulan dari penelitian yang dilakukan pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember yaitu sebagai berikut:
	5.2 Implikasi
	Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 05 terhadap perlakuan akuntansi persediaan di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember masih memiliki berbagai tantangan dan hamba...
	Pertama, penerapan PSAP No. 05 telah membantu dalam membentuk sistem pencatatan persediaan yang lebih sistematis dan terstruktur di lingkungan instansi tersebut. Sistem pencatatan yang digunakan, seperti aplikasi SIPERDA dan metode pengakuan berbasis ...
	Namun demikian, ada beberapa kekurangan yang perlu dicermati. Di antaranya adalah kurangnya pemahaman sumber daya manusia terhadap ketentuan teknis PSAP No. 05, sehingga masih terdapat ketidaksesuaian dalam aspek pengungkapan dan pelaporan, seperti la...
	Kedua, dari aspek organisasi dan proses, masih diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM melalui pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan secara berkelanjutan agar pengetahuan tentang PSAP No. 05 dapat diterapkan secara konsisten dan menyelu...
	Ketiga, penelitian ini menunjukkan perlunya komitmen seluruh stakeholder terkait dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan persediaan agar sesuai dengan PSAP No. 05. Dengan sinergi yang baik antara pengelola, pengawas, dan pengguna laporan keuangan...
	Secara keseluruhan, implikasi dari hasil penelitian ini membangun kesadaran akan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem, guna mendorong implementasi PSAP No. 05 yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, hasil ini juga mendor...
	5.3 Saran
	1. Bagi Pemerintah Daerah Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, maka penulis memberikan saran dalam melaksanakan pengelolaan persediaan tetap berpedoman pada PSAP No.05 yang berlaku agar dapat mempertahankan efektifitas penerapan pengelolaan p...
	2. Bagi peneliti selanjutnya diinginkan dapat melakukan penelitian kembali pada instansi yang berbeda atau instansi pemerintah yang sama dengan tahun yang berbeda, sehingga menambah wawasan mengenai penerapan dan perlakuan akuntansi persediaan menurut...
	Secara umum, penulis menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan persediaan di instansi pemerintah sangat dipengaruhi oleh pemahaman, disiplin dalam menerapkan SOP, serta penguatan sistem pencatatan dan pelaporan berdasarkan standar akuntansi yang berla...

